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KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dan meningkatkan E-Government = Pemerintah
Provinsi Bali, perlu adanya Standar Operasional
Prosedur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Bali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Bali tentang Standar Operasional Prosedur
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali,

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kesatu, wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawas dan masyarakat.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Biro Hukum Nomor 551/118/B.HK/2022 tentang
Standar Operasional Prosedur pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Bali dan Keputusan Kepala
Biro Hukum Nomor 551/6678/B.HK/2022 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Fasilitasi
Penyusunan Peraturan Daerah dan Standar Operasional
Prosedur Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Gubernur
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 6 September 2022

KEPALA BIRO HUKUM,

. IDA B\wus GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

00 TN L fx G po =

Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);

Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;

Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;

Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali;

Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali di Bali; dan

Yang bersangkutan.



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN FASILITASI
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN STANDAR
OPERASIONAL  PROSEDUR PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN GUBERNUR PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN

PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Nomor SOP 6854/ B.HK/ 2022
Tanggal Pembuatan 25 Juli 2018
Tanggal Revisi 29 September 2022
Tanggal Efelctif 20 September 2022
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI Disslng: e Kepala Biro Hukum,
— —Q
UNIT SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI e z -
S na
| © P 19691010 199703 1012
UNIT SUBSTANSI FABILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM Judul SOP Pblnkxu\mi\l Penyusunan Peratwran Gubernur
PENGATURAN
T ——
DASAR HUKUM HKUALIFIKAS]I PELAKSANA

1

(4]

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan)
Dacrah-dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958)
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negamm Republik
Indonesin Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah)
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Talun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir)
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentan
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80)
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita)
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Daemah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang|
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran D h
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) schagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketign Atas Peraturan Daerahl
Nomor 10 Tahun 2016 fentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daemah Provinsi i

Indonesia)

Nomor

Nomor 5);
Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 te
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemnur i
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur]
Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan|
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Dacrah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33).

- Memahami Penyusunan Peraturan Gubernur

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGEAPAN

1

PERINGATAN

Kepala Biro Hukum

Koordinator Unit Substansi Peraturan Perundang-undangan
Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1. Surat Pengantar, Draft Rapergub (soft copy & hard copy), Resume dan Kajian.

2. Komputer

3. Internet
4. ATK

|mc.mrru DAN PENDATAAN




SOP Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Gubernur

Pelaksana Mutu Baku
Kanwil Instansi
- Kemendagri Gubernur Sekda Asisten 1 | Hukum & | Tim Penyusun & Karo Koordinator Koor:h Pelaksana ot Kelengkapan Waktu Output
HAM Kelompok Ahli
Surat pengantar,
Menerima surat pengantar harmonisasi rancangan CD Ranpergub, Kajian ACC
1 |pergub dan menugaskan Koordinator untuk dari 6ubernur, Resume, | 10 menit Disposisi Disposisi Karo
menindaklan juti Rapergub F’e|'¢l1'|.||'u:mi Teknis
Terkait
5 |Menugaskan Sub. Koordinator untuk menindaklan juti l—l_'—\ Ronpergub 10 menit Disposisi Disposisi Kabag
Rapergub
Menugaskan staf untuk meregister dan P R R : A g ;
s mengharmonisasi Rapergub Lr s F—-" S
Ranpergub telah
Meregister dan mengharmonisasi Rapergub untuk I I"— _‘ |‘— -—{ |<——r_ wj :'knmld:‘
4 | mohon ACE ke Sub Keordinator. Koordinator, dan Ranpergub 1 jam Ranpergub ipareall cangn
ire berkoordinasi
dengan SKPD
Ranpergub yang telah diharmonisasi, di-ACC,
5 |diturunkan ke pelaksana untuk disampaikan ke | —r = -1 Rarpergub 10 menit Rerpergub
Perangkat Darah
Ranpergub disampaikan kembali ke Biro Hukum untuk
© | Sbohas bersoma Tim dan Kelorpok Abl oy o I, - | g D SN Aeperyt By e o
7 |Ranpergub diunggah di JDIH [_- | ] 1 1 I_.-.[——I Ranpergub 10 menit Ranpergub
8 |Mohon harmonisasi ke Kanwil Hukum | e fe——] Je—t={ ] Rpiepl thari | Raneergub Hasil '-:mml Karwil
1 Ranpergub Hasil
9 Hasil harmonisasi dimehonkan paraf ke Karo dan +f 11— o = }—-f ] PRBRE i G rnabit Ranpergub Hasil Harmonisasi Kanwil
Perangkat Daerah Fikam & HAM Hukum & HAM
ks i Ranpergub Hasil Ranpergub hasil Fasilitasi
i [P fargih faalitont ha e | 1 =+ J=+1 =+ ] Harmonisasi Kanwil | 18hari | Kemendagri, Nota Dinas, Surat
Mo I Hukum & HAM Fasiltasi
& : [ - Ranpergub hasil Ranpergub hasil Fasilitasi
11 |Hesil fasilitasi disampaikan ke Gubernur C -1 e i n -1 ey L] e 2
Rancangan pergub yang telah diperbaiki diserahkan Ranpergub hasil Fasilitasi
ke Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum Ranpergub hasil 10m Kemendagri diserahkan ke Unit
12 1 4o Naskah Hulum Lainnya urhuk prosss penttepan Fasilitasi Kemendagri Substunsi Pendokunentasion Produk
dan pengundangan Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Kepaja Biro Hukum,

—+—2

NIP. 19691010 199703 1,012




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENYUSUNAN

LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 551/6854/B.HK/2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PERATURAN DAERAH

PROVINSI BALI

PERATURAN GUBERNUR PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Nomor SOP

551/6854/B.HK/2022

I Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

25 Juli 2018

29 S?n:nber 2022

UNIT SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROVINSI

Disahkan Oleh Z fi

29 Sepiggnber 2022

= 8 -
1010 199703 1 012

UNIT SUBSTANSI FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK [Judul SOP

HUKUM PENGATURAN

1 IPelaklanmn Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

1

DASAR HUKUM

Nomor 33).
HKETERKAITAN

|KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 fentang| - Memahami Penyusunan Peraturan Dacrah

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran|
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang|
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesial
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12|
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan|
Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang|
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Kenangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan|
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita)
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016,
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Dacrah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  (Lembaran Dacrah Provinsi  Balil
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembamn Daerah
Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang|
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022|

1
2

3

4

Kepala Biro Hukum

Koordinator Unit Sub i Per Perundang-und,
Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda

Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Surat Pengantar, Draft Raperda soft copy & hard copy), dan Naskah Akademik dan/atau

Penjelasan / Keterangan.

2. Komputer

3. Internet
4. ATK

PERINGATAN

|PENCATATAN DAN PENDATAAN

FASILITASI




SOP Pelaksanaan Fasilitasi Peryusunan Perda

Surat pengantar,
rda, Naskah
Menerima surat pengantar harmonisasi D Rnp:h:,.mka
1 |Roperda danm Car G narer S 10 menit Disposisi Disposisi Karo
untuk menindaklanjuti Raperda Penjelosan/
2 Menugaskan Sub. Koordinator untuk ‘ o Raperda s Disposisi Disposisi
menindaklan juti Raperda Koordinator
3 Disposisi Sub
Menugaskan staf untuk meregister dan $ |
2 m ::-rmnlow Raperda o s Koordinator
eng
Raperda telah
dikoreksi dan
Meregister dan mengharmonisasi Raperda E‘_—:'——E'— -dlp::aikl dengan
4 |untuk mohon ACC ke Sub Koordinator, Raperda 1 jam Raperda T i
Koordinator, dan Karo dengan instansi
Raperda yang telah diharmonisasi, di-ACC, = |Persetujuan Sub
5 |diturunkan ke pelaksana untuk L — oy Rape o e hpards.  |linaion
disampaikan ke Perangkat Dargh
Raperda disampaikan kembali ke Bire Persetujuan
6 |Hukum untuk dibahas bersama Tim dan fo—] ] e Je— — ] Raperda 10 menit Raperda R
Kelompok Ahli
Persetujuan Karo
i——-| }— untuk paraf perda
7 |Raperda diunggah di JDIH ™ e E e e gt oleh Inp:;li
—{Pemeakarsa |
Raperda Hasil
|_ 1 [ Harmonisasi
8 |Mohon harmonisasi ke Kanwil Hukum . L I‘T_L L R AN i
HAM
Raperda Hasil
Raperda Hasil
o Hasil harmonisasi dimohonkan paraf ke 1 1=+ L = L | Harmonisasi Kanwil| 30 menit b
Karo dan Perangkat Daerah Hukum & HAM ot oy &
HAM
Mengajukan Surat Penyampaian Raperda r
1o |umtuk ditandatangani oleh Gubernur dan I o o TN . oy TRy oy SN T T e {1 | Raperca & konsep (S meniy | ROPE"da . nota
selan jutnya draft Ranperda diajukan ke nota dinas dinas
DPRD Provinsi untuk dibahas lebih lanjut
11 |Penyampaian hasil pembahasan Raperda | R o T o e O S & Raperda &Naskah [ | Raperda & Nota
bersama DPRD P -
. . Raperda Hasil Raperda hasil
12 l!o.ptﬂlr.- dimohonkan fasilitasi atau LT —H fe—t—{ o I Jet-{ ] | — Harmonisasi Kanwil| 15 hari Fasilitasi
evaluasi ke kemendagri Hukum & HAM Kemendagri
: Raperda hasil
rda hasil
£-5) & =3 J }— o - Reganin _ Fasilitasi
13 |Hasil fasilitasi disampaikan ke Gubernur Lkt | 1 Fasilitasi 1 hari Kbt
Kemendagri T




Raperda , Surat
Mohon No. Reg,

Raperda yang disesuaikan dengan hasil I Nota Dinas dan
14 |fasilitasi atau evaluasi dimohonkan No. 1 Keputusan 60 menit | Surat Mohon No.
Reg ke Kementerian Dalam Negeri Persetu juan Reg Perda
Penetapan Perda
Aasi DDDD
No. Reg disempaikan ke Gubernur dan
Raperda ditindaklanjuti oleh Unit 'y
1 Surat pemberian
15 | Substansi Pendokumentasian Produk :
Su endokum an uf No.Reg Perda 1 hari No. Reg Perda

Hukum dan Naskah Hukum Lainnya untuk

+ "l

proses penetapan dan pengundang




LAMPIRAN 111

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Nomor SOP .16854/ B HK/ 2022

Pembuatad ; |25 Juli 2018

Ty Revisi :|6 Oktober 2022 4
Tanggal Efcktif : 16 Oktober 2022 .
Disahkan Olch "Kepag Biro Hukum,

UNIT SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI

I
NIP.-19691010 199703 1012

UNIT SUBSTANSI FABILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM PENETAPAN

Judul SOP : {Prosedur Pﬂv'usunan Produk Hukum Penetapan

DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 1649;

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik|
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah dinbah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang)
Nomor 12 Tahun 2011 ftentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 14);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai telah diubah

Memahami Penyusunan Perancangan Keputusan Gubernur

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daecrah|
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021

Nomor 5, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Bali Nomor 5);
6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita)
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum

2 Para Kepala Bagian, Koordinator, Kasubbag, dan Sub Koordinator]
pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kasubae TU

4 Staf TU

|PERINGATAN

Surat Pengantar, Draft SK (Sofl copy dan hard copy), Resume Kegiatan, Folo copy DPA/DIPA,
Berita Acara,dll

Komputer dan printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Menerima surat permohonan mengoreksi/mengharmonisasi

SOP PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN

Surat Pengantar, Draf

Keput A
draf Keputusan Gubernur dan menugaskan Kocrdinator untuk Gu::um':s;: A 30 menit Disposisi Disposisi Karo
mengoreksi draf Keputusan Gubernur !
| Resume,Berita Acara

Menugaskan Sub Koordinator untuk mengoreksi draf Keputusan :— Disposisi 30 menit Disposisi Disposisi Koordi
Gubernur

Draf Keputusan

. tu
Menugaskan Staf untuk mengoreksi draf Keputusan Gubernur Gubernur,DPA, 30 menit Drat Kepotusan Disposisi Sub Koordinator
Gubernur
Resume,Berita Acara
R

Meneliti, mengoreksi, memberi nomor,mengetik dan El Draf Keputusan 1hars Draf Keputusan |Konsep Keputusan Gubernur
menyerahkan draf Keputusan Gubernur Gubernur L Gubernur telah dikoreksi dan diperbaiki
Mengoreksi draf Keputusan Gubernur yang telah di koreksi Staf

Draf Keputusan Draf Keput
dan memberikan persetujuan untuk meneruskan kepada ‘—EL— = nGu::r‘:aur 30 menit Gub::a::“ Persetujuan Sub Koordinator
Koordinator 4
Mengoreksi draf Keputusan Gubernur yang telah di koreksi Sub b4

Draf Keputu Draf Keputu:
Koordinator dan memberikan persetujuan untuk meneruskan ——0 m Gub:::\ur“n 30 menit Gub::nu:m Persetujuan Koordinator
kepada karo I
Mengoreksi dan memberikan persetujuan penandatanganan I ]_ _i I__ _* I___ r—
untuk Keputusan Gubernur yg ditandatangani oleh perangkat J Draf Keputusan 20 ok Draf Keputusan |Persetujuan Karo untuk
daerah atau meminta Paraf Perangkat Daerah untuk Kep Gub yg Gubernur Gubernur ditandatangani
ditandatangani cleh Sekda/Gubernur

Resume untuk

Menaikkan Keputusan Gubernur yang telah diparaf perangkat I J‘__-l I‘. J.(.-—' Il: Draf Keputusan S et Draf Keputusan | oo & 8 !
daerah ke Sekda/Gubermur Gubernur Gubernur aubemur ® %
Menyerahkan kepada Kepala Biro, Koordinator, Sub Koordinator Keput Gub telah
dan staf untuk diserahkan kepada perangkat daerah dan ___rl__[__.[ Il |__..( iy Produk Hukum | 10 menit| Produk Hukum dx d‘;‘;"wnl e

didokumentasikan

Keterangan :

L]
< >

= Kegiatan Mulai dan Berakhir
= Proses

= Pangambilan Keputusan




LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENETAPAN DAN
PENGUNDANGAN PERATURAN GUBERNUR BAL1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN GUBERNUR BALI

daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur|
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Nomor 5234) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran Negara  Republik  Indonecsia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebhagaimana telah diubah beberapa kali, khir dengan Undang:
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik|
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik|
Indonesia Nomor 6757);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  tentang|
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sehagaimana telah dinbah dengan)

Nomor SOP : |6854/B.HK/2022
I Tanggal Pembuatan : | 11 Juli 2018
Tanggal Revisi : | 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif : | 6 OKtober 322
Disahkan Oleh 3 g Biro Hitkuim,
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI Y : \
R o \!
UNIT SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI et s s 3 ||
7 NIR196D1010 199703 1012
UNIT SUBSTANSI PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN Judul SOP :\JPelaksanaan | Penetapan dan  Pengundangan Peraturan
NASKAH HUKUM LAINNYA ubergur
\\ =
1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-| - Memahami Pelaksanaan Pene an dan Pengundangan Peraturan Gubernur Bali

Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesial
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 gl
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daemh (Beritn Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 157);

5 Peraturan Dacrah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentan;
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daecrah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daecrah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir]
dengan Peraturan Dacrah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang]
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 5);

6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat]

Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagai telah diubah dengan|
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Bali Nomor S6 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah)

Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33)

Dacrah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Dacrah)

|KETERKAITAN
1 Kepala Biro Hukuwm

2 Koordinator Unit Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi
pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Sub K li Unit Sub i Pendok ian Produk Hukum dan
Naskah Hukum Lainnva pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

4 Stal Biro Hukum Setda Provinsi Bali

PERINGATAN [PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERALATAN/PERLENGHKAPAN

1. Draft Rapergnb {soft copy & hard copy), Nota Dinas Mohon Paraf dan Resume

2. Komputer
3. Internet
4. ATK

o



SOP Pelaksanaan Penetapan dan Pengundangan Peraturan Gubernur Bali

GU

S GEDE
010 199

1 |Pemberian Nomor, tanggal Penetapan,
tanggal Pengundangan serta paraf Pergub
Y\ [ Konsep Persetujuan
(.._1 1 I Konsep pergub 30 menit Pergub _
2 |Mengkoreksi konsep Pergub yang telah
mendapat paraf Pimpinan Instansi resume
Pemrakarsa selanjutnya dibuatkan e 1 Jo— L———L__]ﬂ-—|__|""'—| |4--—[___J Rt dak Resume & |persetujuan
resume persetujuan yang ditandatangani Wikt b 30 menit Konsep yvang
oleh Karo dan untuk selanjutnya diajukan B0y Peipu pergub ditandatangani
kepada Gubernur oleh Karo
3 |Pergub vang telah mendapatkan paraf
persetujuan dari Pimpinan Instansi | l [——-I | | 1 Pergub & Surat
Pemrakarsa, lalu di mohonkan tanda B 1 L o J Penyampaian 120 menit Povgot o
tangan penetapan Gubernur dan Pergub Tanda terima
pengundangan Sekda
4 |Pergub yang telah diundangkan dan
ditetapkan diserahkan kepada Instansi Pergub yang sudah |, o .| Pergub&
Pemrakarsa : di tanda tangan Tanda terima
5 |Menyiapkan Surat Penyampaian Pergub S Ve
yang telah ditetapkan dan diundangkan I r 1 } | fr l—J TR i Pergub &
disampaikan kepada Kementerian Dalam L !.-_( l.- —I j._ Patyysapaisn 0 mhenit Tanda terima
Negeri Pergub
A BIRO HUKUM,
¢ \\

W A

 SUDRRSA!
703 1012



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENETAPAN DAN
PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENETAPAN DAN FENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

Nomor SOP ; | 6854/B.HK /2022

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Tﬂ.&:l Pembuatan : | 11 Juli 2018
T: 1 Revisi : | 6 Oktober 2022
’Tﬂ&il Efektif : | 6 Oktober 2022

Disahkan Oleh

UNIT SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI

g

i* ‘;\Hﬂ’.l 91010199703 1 012
[P, S

UNIT SUBSTANSI PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN
NASKAH HUKUM LAINNYA

o

Judul SOP Pelalsanm\l-‘bncmpun dan Pengundangan Peraturan

[Daeralt Provinsi Bali

|PASAR HUKUM

KUALIFTKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah)
daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah|
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara]
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentan
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80|
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah)
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun|
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah|
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat|
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) secbagaimana telah diubah

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang|

Republik Indonesia Nomor 6757); !l

5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang]

dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang|

- Memahami Pelaksanaan Penctapan dan Pengundangan Peraturan Daerah
Provinsi Bali

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGEKAPAN

1 Kepala Biro Hukum

pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
3 Sub Koordinator Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum)
dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

4 Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Koordinator Unit Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi|

1. Surat pemberian No.Reg Perda, Draft Raperda (soft copy & hard copy), Nota
Dinas Mohon Parafl dan tanda tangan Gubernur

2. Komputer
3. Intermet
4. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP Pelaksanaan Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Bali

” s
Pemberian Nomor Register oleh S et . :
Kementerian Dalam Negeri ( ) Nomor Register { hard Nomor Register | proses tidak

Perin Perda melalui DPRD

2 |Mengkoreksi konsep Perda yang telah
mendapat Nomor Register untuk - o finamk pembecin Nota Dinas
selanjutnya mohon paraf Pimpinan | | |- | | = o ] H—s[] | Nomor Register 1hari | Mohon Paraf
Instansi Pemrakarsa Perda, Nota Dinas e i

Mohon Paraf

3 |Perda yang telah mendapatkan parafl
persetujuan dari Pimpinan Instansi ] J'J—- Fad 1 [ T
Pemrakarsa, lalu di mohonkan tanda [-—-'_‘] = l o i o P . 1 1 Perda & Nota dinas ;
tangan penetapan Gubernur dan mohon Tanda 60 menit Perda
pengundangan Sekda tangan

4 |Perda yang telah diundangkan dan
ditetapkan diserahkan kepada —’I_-—"'_'{_“—J— [——-] _"I__]—-"

Instansi Pemrakarsa R Ty A o, WS Perda & Surat | oo | Perda & Tanda
Penyampaian Perda e terima

5 |Menyiapkan Sum& Penyampr:l'mn
Perda telah ditetapkan dan )
djundayang e e =) f et o] f—— Je——] }0—|-—-| Je——{ J—— | Perda & Surat 80 it Perdi proses tidak
Kementerian Dalam Negeri Penyampaian melalui DPRD

N\ " . -J"
~ “KEH\LA BIRO HUKUM,
~\\

|3 K281 |

\, "\ IDAJBAGUS GEDE SUDARSANA
\ NIP. r%mo 10 199703 1.012




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN

LAMPIRAN V1

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALL

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

PENINGKATAN PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

UNIT SUBSTANSI PENDOKUMENTASIAN HUKUM DAN NASKAH HUKUM

UNIT SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI

LAINNYA

1

10

11

12

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Dacrah: |
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran|
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran|
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perund dangan (Lemk Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52345

schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undan,
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undan
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keunangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah|
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tent Per Pelal
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan)
Perundang-undangan (Lembaran Negama Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 119);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan)
Berbasis Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Lembaran Negam)
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 N 2036) schagai telah diubah Peraturan
Menteri Dalam Negeri dengan 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan|
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036):

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negam Dan Reformasi Bnokmsl
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemeri
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomeor 154);

Peraturan M i Pend Ap Negama Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 lcntnng Pedcrman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Dacrah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan)
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) schagaimana)
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Balil
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah
(Lembaran Dacrah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah|
Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 50);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bahﬂ
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

Mampu memberikan pelayanan dan menyediakan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan
akurat yang dapat diakses secara cepat dan mudah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik
sehagai salah sata wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung
jawab.

PERINGATAN

mﬁl m;u‘rnimu
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 ATK
2 Para Kepala Bagian Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Media Cetak dan Media Internet
3 Para Kepala Subag Biro Hukum Setda Provinsi Bal 3 Komputer

4 Produk Hukum
5 Katalog, dafiar petunjuk perundang-undangan dan buku Induk

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP PENINGKATAN PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Menugaskan Koordinator Unit Substansi Peraturan
Perundang-undangan Provinsi untuk mempersiapkan : . ;
1 pembinaan JDIH Kabupaten/Kota Dokumen 15 menit Disposisi
Menugaskan Sub Koordinator Unit Substansi
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah
2 |Hukum Lainnya untuk mempersiapkan materi Dokumen 15 menit Disposisi
pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum
3 !\nc;nug.nkan ) .S.ta.' ufmk. tLr_temporlsiapkan PR 1 hari Doktimsn
Mengadakan rapat dengan tim dalam rangka Daftar Hadir, 5
Melaksanakan pembinaan untuk menindaklanjuti
terhadap evaluasi dari masing-masi website!
5 anggoupJDIH Kabupaten/Kota _ Dokumen 9 Hari Laporan hasil koordinasi
Menyusun Laporan Pembinaan JDIH Kab /Kota|
Untuk diserahkan ke Km Biro Hukum C) *___| I"— e ola
I* Konsep
6 dinas, Konsep | 15 menit Nota dinas, Laporan
hpOan

Keterangan :

C}- Kegiatan mulai dan berakhir
-

O = Pengambilan Keputusan




LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
¢ NOMOR 6854/B.HK/[2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PENYEBARLUASAN PRODUK
HUKUM PUSAT DAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM PUSAT DAN DAERAH

Nomor SOP | 6854 (B HK /2022
Tan, Pembuatan i
T Revisi
Tanggal Efektil
Disahkan Oleh

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

UNIT SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI

UNIT SUBSTANSI PENDOKUMENTASIAN HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA [Hudol SOP

DASAR HUKUM

1 Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat | Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 . .
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 1649); =

2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara)
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61J;

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Persturan Perundang-und )
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemt Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang|
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenl
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6801);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5587)]
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tmmbahan Lembaran Negarma Republik Indonesia
Nomeor 6757),

5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82),

6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistern Pemnerintahan Berbasis|
Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182),

7 Paraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indinesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang)
Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum (Berita Negara
Tahun 2013 Nomor 218};

8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan|
Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan|
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana telah
diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan|
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Ind: ia RI|
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649};

11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah|
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daernh Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Bali Nomeor 5);

13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 50);

14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Keduduk S Orgs i, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Bali|
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dil
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Dacrah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

HETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1 Kem Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1T _ATK
2 Para Kepala Bagian Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Media Cetak dan Media Internet
3 Para Kepala Subag Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3  Komputer
4 Para Staf 4 Produk Hukum

w0

Katalog, daftar petunjuk perundang-undangan dan buku Induk
PERINGATAN imc.nuu DAN PENDATAAN




SOP PENYEBARLUASKAN PRODUK HUKUM PUSAT DAN DAERAH

©=Kegimanmdaidanberﬂmk
-

O = Pengambilan Keputusan

Menugaskan Koordinator Unit Substansi Peraturan C)
Perundang-undangan Provinsi untuk " M isi
¥ mempersiapkan bahan pmwamsan produk 2 q
hukum dan daerah ke
Menugaskan Sub Koordinator Unit Substansi
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah 1
2 |Hukum Lainnya untuk merencanakan pelaksanaan I I_"_'| | dokumen 30 menit laporan
kegiatan penyebarluaskan produk hukum pusat dan
daerah
Menugaskan staf untuk menginventarisir produk 1ok dokumen
3 |hukum daerah (perda dan pergub) yang telah I_i‘_ s 30 menit perda dan
diundangkan, dan produk hukum pusat v pergub
Mengajukan produk hukum yang akan dokumen
4 |disebarluaskan kepada Koordinator Unit Substansi 1 d""“m'“;:"ubd’ 15menit | perda dan
Peraturan Perundang-undangan Provinsi pergub
Menugaskan Sub Koordinator Unit Substansi
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah
5 |Hukum Lainnya untuk mengoreksi draf hasil cetak ¥ B | ol B TN I wriva
produk hukum (Perda, Pergub, Produk Hukum L pargub
Pusat) yang akan disebariuaskan.
Menugaskan staf untuk mengoreksi draft hasil cetak buku produk
8 | untuk disinkronkan dengan produk hukum aslinya. T peochichidamn | 3l 1L
Menugaskan staf untuk membawa hasil koreksi i juk
7 |berupa soft copy produk hukum ke percetakan untuk produk hukum | 30 menit Tk
dicetak dan diperbanyak
Menugaskan Sub Koordinator Unit Substansi laporan
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah I ] it hasil
8 I-Iukum Lalnrlynmehkswwm kegiatan — pencc bulas 1|30 penyebariua
Jasan p k hukum yang telah di cetak san
Sm Koordinator Unit Substansi Pendokumentasian
Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya —_—
mengajukan Laporan Pelaksanaan Penyebari. ( J (RIS o konsep nota I T
9 |Produk Hukum kepada Kepala Biro Hukum dan HAM dinas, konsep merk | laporan
melalui Koordinator Unit Substansi Peraturan laporan
Perundang-undangan Provinsi
Keterangan : Kepala Biro Hukum,

NIP. 19691010 199703 1 012



LAMFIRAN VIII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK /2022
TENTANG

1

6

2
3
4

|KETERKAITAN

PERINGATAN

STANDAR  OPERASIONAL  PROSEDUR  PENGUNGGAHAN  PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMAS] HUKUM (JDIH)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMAS] HUKUM (JDIH)
— Nomor S0P 6854/,
T Pembuatan 11 Juli 2018
Tan Rewisi & Okt
Efoktil 6 Ok -
Disahkan Oleh L Biro Rl
Vo
I r \ A\
VY Nl ‘ W
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI Ay AT | o \\
{ — e |
UNIT SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI (A5 fanBhekFonie Sudarsain i}
{ |
Ludul SOP 1 Peraturan Peruntiang-Undangan
UNIT SUBSTANSI PENDOKUMENTASI PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA Website Jaringan Dokumentasi dan
i Hukum (JDIH) ,
N\ “
A o
DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA ~

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia)
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inf i Publik (L
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik|
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) telah bah beberapa kali, terab dengan U g-Undang]
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

ha Ai =g o

Peraturan Presiden Republik [ndonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Paraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indinesia Nomor 02 Tahun 2013
tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum (Berita
Negara Tahun 2013 Nomor 218);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berital
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah)|
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik|
Indonesia Rl Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparamr Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik]
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Ti g Pe Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Ind ia Tahun 2018 Nomor 154);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan)
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir]
dengan Peraturan Daecrah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinai Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 51.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi|
Dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali {Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014
Nomor 50);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Balif
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur|
Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah)
Previnsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

terintegrasi, serta menjamin ket

Mampu menginventanisir produk hukurn ‘dan mengunggahnya ke website JDIH,
menciptakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hul:um ya.ng terpadu dan
i dan i

A "

dokur, hukum yang]

lengkap dan akurat yang dapat diakses secara cepat dan mudah.

PERALATAN J-PIRLIIGIAPAI

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Para Kepala Bagian Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Para Kepala Subag Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Para Staf

I ATK

2 Media Cetak dan Media Internet
3 Komputer

4 Produk Hukum

5 Katalog, daftar petunjuk perundang-undangan dan buku Induk

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP PENGUNGGAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

Memberikan disposisi preduk hukum pusat dan

salinan pada produk hukum daerah.

daerah serta Naskah Hukum Lainnya.untuk di Naskah Peraturan Perundang - 5 menit Disposisi memo
publikasi Undangan autentifikasi
Menerima dan mendisposisikan untuk menyiapkan|
|bahan produk hukum yang akan diunggah Naskah Peraturan Perundang -

Undangan 5 mentt Disposisi
Memberikan disposisi untuk membuat autentifikasi :

Disposisi Koordinator Unit Naskah Peraturan

N Substansi Peraturan Perundang{5 menit Perundang - undangan,
undangan Pravins| Disposisi
|Membuat autentifikasi pada produk hukum yang| Naskah Peraturan Perundang -
akan diunggah Undangan, Disposisi Softcopy Salinan
Sub Koordinator 15 menit Peraturan Perundang -
| Pendokumentasian dan Naskah undangan,
Hukum Lainnya
Mengalih mediakan produk hukum dan naskah Naskah Peraturan Perundang -
hukum lainnya dalam bentuk digital (Seffcopy ). undangan, Disposisi Kepala Peraturan Perundang -
Cj Sub Bagian Dokumentasi dan |10 menit  jundangan, softcopy
Informasi Hukum Abstrak
Melengkapi produk hukum Daerah, MoU (softcopy) Abstraks|, Peraturan 5
yang akan diupioad dafam Website JOIH — Perundang-undangan dafam Feratursn P"“”n‘:’"g
ZI  I— bentuk softcopy, Komputer, 10 menit LAIAre
1 Internet ohoopy
Memerksa autentifikasi hasil abstraksi, kiasifikasi, v 71 : Daftar Peraturan
penelusuran status dan daftar produk hukum dan N E Abstraicsl, Peraturan ; Perundang - undangan,
naskah hukum lainnya E’;umn:m-undmgm dalam |5 menit Abstrakal
_— Peraturan, Salinan.
Mengunggah produk hukum, abstrak, dan naskah| @ .
Abstraksi dan Aplikasl JOIH : Peraturan Perundang-
hukum lainnya ke website JOIH vang telah diperiksa 5 menit undangan, Abstrak
Keterangan :

Q = Kegiatan mulai dan berakhir
—
O = Pengambilan Keputusan




LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR  PENGKAJIAN
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BAGIAN FASILITASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR SOP : | 6854/B.HK/2022

TGL. PEMBUATAN : | 27 Juli 2018

TGL. REVISI : | 6 Oktober 2022

TGL EFEKTIF : | 6 Oktober 2022

Disahkan Oleh C : Kepala Biro Hukum,

[da Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19491010,199703 1 012

KABUPATEN /KOTA _
UNIT SUBSTANSI FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM | .\ ~[Pengkajian Prod\ik Hukum Daerah
KABUPATEN/KOTA i " |[Kab/Kota :

DASAR HUEUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115};
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021  tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

- Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Pemerintahan
- Memiliki kemampuan mengoprasikan komputer dan laptop

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

P

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Kepala Bagian pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Sub Koordinator pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1. Lembar Disposisi, Surat Pengantar
2. Komputer dan Printer

3. Jaringan [nternet

4. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP PENGKAJIAN PERDA KAB/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN K GAN
Sub Koordinator KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT iy
1 |Menerima Surat permohonan fasilitasi rancangan produk Surat permohonan
hukum daerah dan menugaskan Kabag untuk fasilitasi, Rancangan
memfasilitasi rancangan Perda Kab/Kota atau Perkada. Perda Kab/Kota atau 30 Menit | Disposisi |Disposisi Karo
Perkada Kab/Kota.
2 |Menugaskan Sub Koordinator untuk memfasilitasi
rancangan Perda Kab/Kota dan Peraturan Walikota. Disposisi 30 Menit Disposisi | Disposisi Kabag
3 |Menilai dokumen dan menugaskan staf untuk tidak lengkap Rancangan Perda
memfasilitasi rancangan Perda Kab/Kota atau Perkada = | konsep hasil ;
8 . Kab/Kota atau Perkada | 30 Menit it Disposisi Sub Koordinator
Werelan Kab/Kota.
4 |Memfasilitasi, mengetik dan menyerahkan rancangan Rancangan Pérda
Perda Kab/Kota atau Perkada kepada Sub Koordinator Kab/Kota atau atau Konsep Produk hikism taleh
dalam bentuk surat tindak lanjut hasil fasilitasl. Perkada. Daerah, surat 4 hari K b dikoreksi dan diperbaiki dan
tindak lanjut hasil fasiies! di koordinasi
fasilitasi
5 |Memfasilitasi rancangan Perda Kab/Kota dan Peraturan y
Walikota. yang telah dikoreksi staf dan mengadakan rapat / \ Rancangan Perda
fasilitasi (bila diperlukan) apabila materi substansi Kab/Kota dan
riuk rtimb /pendapat huk rt \/ | konsep hasil
memeriukan pertimbangan/pendapat hukum serta X Peraturan Walikota., 3 Hari / Persetujuan Sub Koordinator]
memberikan persetujuan untuk diteruskan kepada kabag . surat tindak lanjut hasil fasilitasi
dalam bentuk surat tindak lanjut fasilitasi. tidak fasilitasi
6 fasilitasi n produk h d h 4
Mem a.sl itasi Tancanga produk hukum aer'a yang s \ RancEAgaH Produk Kocioa
telah dikoreksi Sub Koordinator dan memberikan 3
8 Hukum Daerah, surat 3 Hari produk |Persetujuan Sub Koordinator
persetujuan untuk diteruskan kepada Karo dalam bentuk Prapiyen i huk
surat tindak lanjut fasilitasi. g ) . Hm
7 |Mengoreksi dan memberikan persetujuan/ paraf/
menandatangani rancangan produk hukum daerah | ' Rancangan Produk . Surat Sekda
dalam bentuk surat tindak lanjut fasilitasi. Hukum Daerah, surat 5 Hari An, Kabag dan Persetujuan Karo
tindak lanjut fasilitasi Gubernur
8 |Setelah tindak lanjut pengiriman hasil fasilitasi ke Rancangan Produk Surat Sekda
Kabupaten/Kota kemudian disimpan sebagai arsip. | > [ Hukum Daerah, surat 1 Harl An. Kabag dan Persetujuan Karo
tindak lanjut fasilitasi Gubernur

Kepala Biro Hukum,

NIP. 1991010 199703 1012




LAMPIRAN X

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN MONITORING
PRODUK HUKUM KAB/KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN MONITORING PRODUK HUKUM KAB/KOTA

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

UNIT SUBSTANSI FASILITASI DAN EVALUASI

e PRODIK HUKIIM KABIIPATEN /KOTA

A WON =

KETERKAITAN
. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
. Kepala Bagian pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
. Sub Koordinator pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
. Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali

PERINGATAN

DASAR HUKUM

NOMOR SOP : | 6854/B.HK/2022
TGL. PEMBUATAN |: | 27 Juli 2018
TGL. REVISI : | 6 Oktober 2022
TGL EFEKTIF : | 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh K
i -
{i da
Judul SOP : |Pembinaan danW”nhoﬁ@oduk Hukum Kab/ Kota
N\
\ e N
N -
KUALIFIKASI PELAKSANA N &

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115);

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757):

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Proeduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah  Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5):

. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur|
Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);

- Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur- | Peguarmtalmn

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1. Lembar Disposisi, Surat Pengantar
2. Komputer dan Printer

3. Jaringan Internet

4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP PEMBINAAN DAN MONITORING KAB/KOTA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
KARO KABAG SUB KOORDINATOR STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Nota Dinas, untuk melakukan Nota Dinas monev,
1 |Monitoring dan Evaluasi produk hukum dan jadwal ke 1 Hari Disposisi Kabag
daerah ke Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota
Kepala Bagian menugaskan ke Sub
2 |Koordinator untuk menindaklanjutinya > Disposisi 30 menit Disposisi Disposisi Kabag
atau memproses lebih lanjut - ]
Sub Koordinator menugaskan staf untuk ya A b surat
mengonsep Surat Perintah Tugas dan di . | B . pemberitahuan | Disposisi Sub
3 D 3
koreksi oleh Sub Koordinator serta R iment dan blangko Koordinator
dilanjutkan ke Kabag dan Karo. monev
Monitoring dan Evaluasi ke Surat Perintah
Kabupaten/Kota masing-masing 1 hari 1 _L LS, Tugas, Blangko 2 1 Disposisi Sub
4 : - 9 Hari data hasil monev :
Kabupaten/Kota, kemudian hasil monev, pulpen, Koordinator
monitoring dibuat dalam bentuk laporan data-data
Laporan tersebut diteruskan kepada
Lapora
5 |Karo setelah acc Sub Koordinator dan ot .n i 1 Hari Lapora'm A
hasil monev hasil monev
Kabag
Setelah tindak lanjut tersebut kemudian
6 |Laporan disimpan sebagai arsip. ! b Laporan dan data 1 Hari Laporan dan data
hasil monev hasil monev

Kepala Biro Hukum,

lda B us Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012




LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR REGISTER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR REGISTER

NOMOR SOP 6854/B.HK /2022
TGL. PEMBUATAN 27 Juli 2018
TGL. REVISI 6 Oktober 2022
TGL EFEKTIF 6 Oktober 2022

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

Disahkan Oleh

Biro Hukum,

-
S GEDE SUDARSANA
91010199703 1 012

UNIT SUBSTANSI FASILITASI DAN EVALUASI
HUKUM KABUPATEN/KOTA

PRODUK

Judul SOP Prosedl.fr Nomor Regikter

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Peraturan Gubernur Bali

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115);

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomeor 33);

- Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Pemerintahan

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

WK =

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

. Kepala Bagian pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

. Sub Koordinator pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
._Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1. Lembar Disposisi, Surat Pengantar
2. Komputer dan Printer

3. Jaringan Internet

4. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP NOMOR REGISTER

MUTU BAKU

e BRI KARO KABAG SUB KOORDINATOR STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT PRSI

1 |Mendisposisi surat permohonan noreg Peraturan
Daerah dari Kabupaten/Kota masuk ke TU untuk Surat pengantar
dicatat ke buku register lanjut ke Kepala Biro, T permohon?n 30 menit Disposisi Disposisi Karo
kemudian mendisposisi ke Kepala Bagian noreg dari

Kabupaten/Kota

2 |Kepala Bagian menugaskan ke Sub Koordinator
untuk menindaklanjutinya atau memproses lebih Disposisi 30 menit Disposisi Disposisi Kabag
lanjut A

3 |Menilai dokumen dan menugaskan staf untuk vdac lengkap : 5 . surat noreg intuk] Dispasisi Sub
mengonsep surat noreg Disposisi 30 menit Kabupaten/Kota Keasidliatee

lengkap

4 |Konsep surat dikoreksi Sub Koordinator, jika ada
perbaikan dikembalikan kembali kepada staf untuk f surat noreg untuk | _. =
diperbaiki, dan setelah disetujui untuk selanjutnya SHTRreg et Kabupaten/Kota Disposii ot
diserahkan ke Kabag

5 |Ditindak lanjuti oleh Kabag dengan proses paraf v \
untuk maju ke Karo untuk ditandatangani. e it nbrag Bbai surat noreg untuk Dispnsisi Ko

tidak Kabupaten/Kota

6 |Setelah ditandatangani Karo kemudian dikirim ke SRt TR

Kabupaten/Kota kemudian disimpan sebagai arsip —p H')! — Surat noreg 1 hari Kabupsten/Kata Disposisi Karo

Kepala Biro Hukum,

Ida Bagus Gede Suda:sana

_NIP. 19691010 199703 1 012




LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI BALI

NOMOR 6854,/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH BERBASIS WILAYAH DENGANDIGITALISASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS WILAYAH DENGANDIGITALISASI

NOMOR SOP 6854/B.HK/2022
TGL. PEMBUATAN 3Januari202] ~ —
TGL. REVISI 6 Oktobgm ' N
TGL EFEKTIF 6 onwmr :
Disahkan Oleh /A ; Tepa]a Biro Hukum,
N3l @k ‘“2
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI ﬂ"‘a[_ﬁ_é_ﬁ S GEDE SUD. A
BAGIAN FASILITASI PERATURAN NIP. 19691010 199703 1 012
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
‘ Judul SOP Siste vuqundn Produk Hukum Daerah Berbasis
e leayah%eng&-: Digitalisasi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);

2, Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1l Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);

3, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana terlah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
[Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem
Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Wilayah Dengan
Digitalisasi.

- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan laptop
- Memahami pengrunaan aplikasi Si Penvu Dewi Gita

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Kepala Bagian pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Kasubag pada Birc Hukum Setda Provinsi Bali

Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali

b

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Peraturan berlaku untuk pedoman kerja satuan kerja yang
berkepentingan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP APLIKASI SIPENYU DEWI GITA

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Bagian Hukum KELENGKAPAN KETERANGAN
Kabupaten/Kota Admin Biro Hukum WAKTU QUTPUT
1 |Bagian Hukum Kabupaten/Kota login ke dalam sistem dan Scan kelengkapan
mengajukan fasilitasi perkada dengan input Judul dan i pengajuan 10 menit [ENCENGAN perkada Input Data Perkada
Upload Kelengkapan Persyaratan. rj permohonan fasilitasi kab/kota
/
2 |Analis Provinsi melakukan verifikasi pengajuan fasilitasi \
rancangan perkada yang telah diajukan pihak / y
kabupaten/kota pada aplikasi, jika sudah lengkap dan Kelengkapan pengajuan persyaratan verifikasi kelengkapan
sesuai akan dilanjutkan ke proses fasilitasi dan jika tidak ;'Jc.!;kkslﬂua'i \ permohonan fasilitasi | 15 menit pengajuan pengajuan fasilitasi
tidak lengkap % ~ 2
pihak kabupaten/kota wajib melengkapi mengupload . Sl yang ditindaklanjuti terverifikasi  [perkada
kembali persyaratan tersebut. lengkap
3 |Analis Biro Hukum melaksanakan fasilitasi terhadap
rancangan perkada yang diajukan dan upload hasil H Matriks rancangan y I  |Proses Fasilitasi oleh
fasilitasi ke dalam sistem perkada i HidiFaslitant analis
4 |Bagian Hukum Kabupaten melakukan penyempurnaan
rancangan perkada sesuai hasil fasilitasi yang telah Hasil fasilitasi hasi Pt msen
1 hari penyempurnaan |rancangan sesuai

diupload Biro Hukum, kemudian mengupload hasil
penyempurnaan tersebut ke dalam sistem

=

rancangan perkada

rancangan perkada

dengan hasil fasilitasi

Analis Biro Hukum memeriksa kembali rancangan

perkada yang telah disempurnakan oleh kabupaten dan : pemerlk.saan
merampungkan proses fasilitasi pada sistem jika sudah tidak sesuai / rancangan perkada rancangan perkada | kesesuaian
sesuai dan meminta kabupaten memberikan klarifikasi \ ; yang tela: 15 menit yan: telah sesuai ?er.'l\‘femlzumaanh :
apabila penyempurnaan tidak dilakukan hasil fasilitasi Isempurnakan etentuan - ftas! engan has
fasilitasi
6 |Pihak Kabupaten/Kota memberikan klarifikasi alasan L keterangan klarifikasi keterangan )
tidak mengikuti hasil fasilitasi biro hukum pada sistem l I baglan hukum 10 menit | Klarifikasi bagian Klarifikasi pihak
hukum Kabupaten/Kota

kabupaten/kota

Lok & [t

Admin Biro Hukum Mengkonfirmasi proses fasilitasi
ranperkada telah selesai pada sistem

.‘rll Selesai I

rancangan perkada
yang telah
disempurnakan

5 menit

fasilitasi rancangan
perkada selesai

Proses Fasilitasi melalui
aplikasi selesai

i

KEPALA BIRO HUKUM,

'\ ~.IDA BAIGUS GEDE SUDARSANA

.. NIP, 19691010 199703 1012




LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT

DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854 /B.HK/2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HARMONISASI

NPHD DAN PERJANJIAN LAINNYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HARMONISASI NPHD DAN PERJANJIAN LAINNYA

Nomor SOP 6854 /B.HK /2022
Tanggal Pembuatan 11 Juli 2018
h%al Revisi 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh Lppleratheq TUaRg,
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM i
\\NIP. 19691010 199703 1 012
UNIT SUBSTANSI FASILITASI PENYELESAIAN Judul SOP - Hé!p;hom'sa%i NPHD dan Perjanjian
MASALAH HUKUM NON LITIGASI Lainihya

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 17811

3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
swerta Monitoring Belanja Hibah dan Bansos (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 21);

1 Memahami Penyusunan Draf NPHD

2 Memahami Regulasi tentang Hibah

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum
2 Kabag Bankum dan HAM

3 Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian

Masalah Hukum Non Litigasi

1 Data
2 Komputer

4 Staf
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Draf Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dapat
menimbulkan permasalahan hukum.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) HARMONISASI NPHD DAN PERJANJIAN LAINNYA
PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

UNTUK PERANGKAT DAERAH LEADING SECTOR DI LUAR LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI.

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Gubernur Sekda Asisten 1 Karo Hukum Kabag Sub Staf Persyaratan | Waktu Output
Koordinator
- Surat - Dokumen
1 | Permohonan Harmonisasi Draf - < < ( ) permohonan | 15 mnt lengkap
NPHD dari Perangkat Daerah dan dokumen
Leading Sector kelengkapan
y - Dokumen - Blangko
2 | Meneliti dokumen - Buku register | 30 mnt tanda terima
kelengkapan dan registrasi - NPHD ter-
NPHD registrasi
3 | Melakukan harmonisasi Draf - dokumen 120 mnt | -draf NPHD
NPHD ter-
harmonisasi
4 | Memeriksa, mengkoreksi draf L A < - dokumen 180 mnt | -NPHD final
NPHD >
T
X 1y
Menghubungi Perangkat -NPHD siap
5 | Daerah Leading Sector untuk y - dokumen 1-5 hari | tanda tangan
mengambil draf NPHD yang oleh Para
telah diharmonisasi untuk Pihak
minta tanda tangan Para Pihak
(Penerima hibah dan Kepala
Perangkat Daerah Leading
Sector),
Menyampaikan NPHD yang -Arsip NPHD
6 | telah ditandatangan ke Biro - dokumen 1 hari sudah ditanda
Hukum untuk diarsipkan. tangan,




.

UNTUK PERANGKAT DAERAH LEADING SECTOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI.

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
Gubernur Sekda Asisten | Karo Hukum Kabag Sub Staf Persyaratan Waktu | Output
Koordinator
- Surat - Dokumen
1 | Permohonan Harmonisasi Draf = < permohonan | 15 mnt lengkap
NPHD dari Perangkat Daerah dan dokumen
Leading Sector kelengkapan
v - Dokumen - Blangko
2 | Meneliti dokumen - Buku register | 30 mnt tanda terima
kelengkapan dan registrasi - NPHD ter-
NPHD registrasi
3 | Melakukan harmonisasi Draf - dokumen 120 mnt | -draf NPHD
NPHD ter-
harmonisasi
4 | Memeriksa, mengkoreksi draf — < : - dokumen 180 mnt | -NPHD final
NPHD
-
X i1
Menghubungi Perangkat -NPHD siap
5 | Daerah Leading Sector - dokumen 1-5 hari | tanda tangan
pemohon untuk mengambil oleh
draf NPHD yang telah penerima
diharmonisasi untuk minta hibah
tanda tangan Penerima hibah.
Mengajukan NPHD yang . -NPHD
6 | sudah di harmonisasi kepada fi - dokumen 1-3 hari | sudah ditanda
Sekda untuk tanda tangan i tangan Sekda
r




NPHD sudah selesai dan -NPHD siap
menghubungi Perangkat — dokumen 1 hari diberikan
Daerah Leading Sector Perangkat
Pemohon untuk mengambil Daerah
Leading
Sector
Pemohon
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LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGAN PERKARA
LITIGASI PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGAN PERKARA LITIGASI PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

Nomor SOP :] 6854 /B.HK /2022
Tanggal Pembuatan |:] 11 Juli 2018
|Tanggal Revisi :| 6 Oktober 2022
& & 'Tﬂd Efektif :| 6 Oktober 2022
> o Disahkan Oleh

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

| NP 19691010 199703 1 012

UNIT SUBSTANSI FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH [Judul SOP :|Penang Perkara Litigasi Pada
HUKUM Bito H Setda Provinsi Bali
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5] 1 Memahami Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang|2 Memahami menyusun pendapat hukum
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomeor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun 2022;

6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Biaya Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Bali;

8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum 1 Dokumen-dokumen dan berkas-berkas pendukung
2 Kepala Bagian pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Komputer
3 Sub Koordinator pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3 Internet
4 Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali 4 ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENANGANAN PERKARA LITIGASI
PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

Mutu Baku
Pelaksana
Gubernur Sekda Asisten Kepala Kepala Sub Staf Kuasa
NO Kegiatan 1 Biro Bagian |Koordinator Hukum Persyaratan Waktu Output

1 | Gugatan masuk/melakukan -Surat Gugatan 1 Hari Mempersiapkan
gugatan, kabiro O—él -Risalah Panggilan Perkara
mendisposisi kabag untuk
tindaklajut

2 | Kabag disposisi Sub -Nota Dinas 2 Hari Draft Nota Dinas
Koordinator utk I Lo -Surat Kuasa
mempelajari perkara i -Dok perkara
selanjutnya Menyiapkan
Nota Dinas melaporkan
perkara dan menyiapkan
surat kuasa hukum kepada
gubernur

3 | Nota Dinas Naik Ke -Nota Dinas 1 Hari Nota dinas laporan
Gubernur mohon arahan < Je_ [ ]6-'-- l‘L—i < =< perkara diterima oleh
dan tanda tangan Surat Gubernur
Kuasa

4 | Nota Dinas Turun dari | Nota Dinas 2 hari Surat Kuasa
Gubernur > J'—" I’—‘é' ]"' _>I ditandatangani

Gubernur

5 | Melakukan pengakajian . -Dokumen Perkara | 3 Hari Hasil kajian terhadap
awal/ mempelajari perkara | 1 T > | perkara

6 | Menyiapkan Dokumen R -Dokumen Perkara | 1 Hari Dokumen perkara
perkara dan melapor ke o " untuk sidang/
Kabiro thd permasalahan L i beracara dipengadilan

dokumen perkara




Gubernur Sekda | Asisten | Kepala Kepala Sub Staf Kuasa
NO Kegiatan 1 Biro Bagian |Koordinator Hukum Persyaratan Waktu Output
7 | Penyerahan dokumen- -Dokumen Perkara Dokumen-dokumen
dokumen perkara kepada S S| > S 1 Hari perkara diterima oleh
kuasa hukum £ ! kuasa hukum
|
8 | Apabila diperlukan N2 N4 -Surat Undangan Membahas masalah
Melakukan rapat-rapat <Y | <H < Rapat 1 Hari dalam perkara
membahas perkara -Bahan rapat
9 | Melaporkan hasil rapat . v Nota dinas laporan | 2 hari Laporan rapat
kepada Sekda 1 rapat
T A
10 | Mengikuti sidang 3 -Surat Kuasa Mengikuti | Sidang Pengadilan
pengadilan i D -Dokumen Perkara | Jadwal dapat diikuti
Sidang
5-10
bulan
11 | Mencatat perkembangan -Buku catatan 30 Menit | Tercatatnya
sidang | let4  l— | | perkembangan perkembangan sidang
sidang
12 | Menyusun pendapat -Gugatan 20 Hari | Gugatan, jawaban
hukum: gugatan/jawaban . -Jawaban gugatan gugatan replik, duplik
gugatan replik, duplik i -Replik dapat diselesaikan
-Duplik
13 | - Pembuktian .. | -Bukti-bukti surat | 3 Hari Agenda pembuktian
- Bukti Surat dipengadilan dapat
diikuti dengan baik
14 | Saksi W -Saksi 1-5 Hari | Saksi dapat
FI dihadirkan di sidang
pengadilan




Gubernur Sekda Asisten Kepala Kepala Sub Staf Kuasa
NO Kegiatan 1 Biro Bagian |Koordinator Hukum Persyaratan Waktu Output
15 | Kesimpulan -Kesimpulan 1 hari Kesimpulan dari
Y I perkara dapat
diselesaikan
16 | Melaporkan b -Nota Dinas 1 Hari Laporan
Perkembangan Perkara QL %I } ] _l < < Perkembangan
kepada kepala Biro Perkara sidang
T diterima oleh
| NS Gubernur
17 | Melaporkan Perkara yang ' v - Nota Dinas 2 hari Perkara Putus
sdh Putus lanjut Oé—- —-| < < < Laporan
banding/kasasi/PK kepada Y - Putusan
Gubernur | Pengadilan
18 | Penyimpanan y -Dokumen Perkara | 120 menit | Dokumen dapat
Berkas/Dokumen Perkara I[ > .Ir > > 3 O tersimpan dengan
baik
= Kegiatan Mulai dan Berakhir Kepala Biro Hukum ,

O = Proses

o = Pengambilan Keputusan




LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPINGAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPINGAN HUKUM

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Nomor SOP :] 6854/B.HK/2022
[ Tanggal Pembuatan ;11 Juli 2018
Tanggal Revisi :] 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif :|. 6 Oktober 2022

Kepala Biro Hukum,

BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

J“ , | Ida'Bdgus Gede Sudars;na
1 | NIP. 19691010 199703 1 012

UNIT SUBSTANSI FASILITASI PENYELESAIAN
—MASALAH HUKUM

Judul SOP \ Pendampklgan Hukum

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5248);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4 Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 214j;

5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomoer 5});

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 56];

Peraturan Gubernur Bali Nomeor 58 Tahun 2021 tentang]

1 Memahami Hak dan Kewajiban sebagai Saksi

2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum
2 Kepala Bagian pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
3 Sub Koordinator pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

4 Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Dokumen-dokumen dan berkas-berkas pendukung

2 Komputer

3 Internet

4 -ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAMPINGAN HUKUM
PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Sub
Gubernur Sekda Asisten I | Karo Hukum Kabag Koordinator Staf Persyaratan Waktu | Output
1 | Permohonan Pendampingan - Surat - Dasar
Hukum dari pimpinan OPD O permohonan | 30 mnt untuk
dimana PNS vyg dipanggil ‘l .I I| - Buku register pendampi
sebagai saksi oleh Penyidik ngan
untuk dimintai keterangan
Menunjuk pejabat -Nama
2 | pendampingan hukum - SDM 180 mnt | Pejabat  yg
ditugaskan
Konsep Surat Tugas - dokumen 180 mnt |- Surat
3 | Pendampingan Hukum r _"l Penugasan
4 | Mengumpulkan data dan . -
informasi terkait kasus yang __.I - dokumen 1-2mnt | - data dan
dihadapi kepada ybs. informasi
Menghadirkan Pejabat/Staf
5 | yang dipanggil penyidik untuk y; - dokumen 1 hari -gali
menggali informasi posisi kasus _.I informasi
dan memberikan pemahaman dan
terkait dengan mekanisme klarifikasi
prosedur pemeriksaan yang
akan dihadapi.
PNS yang bersangkutan siap ¥
6 | menghadiri penggilan sebagai O - dukumen 1-2 hari | -PNS  siap
saksi oleh penyidik menghadap
penyidik

O = Kegiatan Mulai dan Berakhir

= Proses

O = Pengambilan Keputusan
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LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
RENCANA AKSI
PROVINSI BALI

PROSEDUR  RAPAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT SINKRONISASI RENCANA AKSI DAERAH HAM
PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

SINKRONISASI
DAERAH HAM PADA BIRO HUKUM SETDA

[Nomor SOP 6854/ B.HK/2022
Tanggal Pembuatan 17 Juli 2018
Tanggal Revisi 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif 6 Qktobgr 2022

Disahkan Oleh

/ Kepala Biro Hukum,

BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

. NIP. 19691010 199703 1 012

UNIT SUBSTANSI HAM DAN PENYULUHAN HUKUM

Judul SOP

DASAR HUKUM

Rapat Sinktonisasi Rencana Aksi Daerah HAM
Pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Tahun 2021 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomeor 5);

Nomor

Perubahan 58

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Atas Peraturan Gubernur Nomor
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah

Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang]

KETERKAITAN

1 Melaksanakan Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah HAM

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum

2 Kepala Bagian pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
3 Sub Koordinator pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Dokumen-dokumen dan berkas-berkas pendukung
2 Komputer

3 Internet

4 ATK

e

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) RAPAT SINKRONISASI RENCANA AKSI DAERAH HAM

PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Biro Kepala Sub Keterangan

NO Kegiatan Hukum Bagian Koordinator Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1. | Menugaskan Kabag Menyusun Rencana Kerja 3 Hari Rencana Sub Disposisi

Rencana Kegiatan o’”‘ﬁ Bagian Karo
2. | Menugaskan Sub Koordinator untuk A Disposisi 1jam Disposisi

melaksanakan Rapat Persiapan A l
3. | Menugaskan Sub Koordinator E_ s Disposisi 30 menit | Jadwal dan

menyiapkan bahan-bahan rapat Al dokumen

persiapan
4. | Menyiapkan bahan-bahan rapat - Konsep 2 jam Dokumen

persiapan Y m kelengkapan

administrasi

5. | Mengkoreksi bahan-bahan rapat )r\ Kelengkapan 1jam Dokumen

persiapan <> ~ r administrasi
6. | Melaksanakan rapat persiapan tl Kelengkapan 2 jam Daftar hadir,

__—'III administrasi Materi

7. | Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat O‘ P Resume dan 1Jam Notulen dan

Persiapan il el Dokumen dokumen
8. | Memerintahkan Kabag untuk Disposisi 30 menit | Disposisi

melakukan konsultasi ke Direktorat ;

Jendral HAM
9. | Konsultasi ke Direktorat Jendral v Kelengkapan 2 Hari Arahan dan

HAM r' ——_‘i I adminitrasi informasi
10. | Melaporkan Hasil Konsultasi Kelengkapan 2 Jam Notulen

administrasi




11. | Menugaskan Kabag untuk R s Disposisi 1jam Disposisi
melaksanakan Rapat Sinkronisasi g S |
12. | Menugaskan Sub Koordinator untuk g Disposisi 30 menit | Jadwal dan
menyiapkan bahan-bahan rapat | I dokumen
sinkronsiasi
13. | Menyiapkan bahan-bahan rapat — Konsep 2 jam Dokumen
sinkronsiasi Y b kelengkapan
adminitrasi
14. | Mengkoreksi bahan-bahan rapat Kelengkapan 1jam Dokumen
sinkronisasi O O - T adminitrasi
15. | Membuat Undangan Peserta, [ Kelengkapan 1jam Surat Undangan
Narasumber, dan Moderator & _D"_D__E adminitrasi
16. | Melaksanakan Rapat Sinkronisasi ‘ AEj Kelengkapan 2 Jam Daftar Hadir, ATK,
" :‘_ adminitrasi Materi
17. | Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Resume dan 30 menit | Notulen dan
Sinkronisasi C D dokumen dokumen
(> - Kegiatan Mulai dan Berakhir KEPALA BIRO HUKUM,
(.
= Pengambilan Keputusan [(=[ e =
IDA BAGUS GEDE SUDARSANA

&

NIP. 19691010 199703 1 012




LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BANTUAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT MISKIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

Nomor SOP :} 6854/B.HK /2022
Tanggal Pembuatag | 11 Juli 2018

Tan, Revisi 160

Ta.nﬁsal Efektif 6 Qktoter 2

Disahkan Oleh

NIP. 19691010.199703 1 012

UNIT SUBSTANSI FASILITASI PENYELESAIAN
MASALAH HUKUM NON LITIGASI

Judul SOP :}Bantuan Nukum Kepada Masyarakat Miskin

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara|
Pemerian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5421);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penanganan Perkara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 214);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang|
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang]
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang|
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomer 5};

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang|
Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 6).

Memahami tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaran
Bantuan Hukum

2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum

2 Kabag Bankum dan HAM

3 Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah hukum
Non Litigasi

1 Data
2 Komputer

4 Staf
5_Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika tidak diberikan bantuan hukum, masyarakat miskin atau kelompok o
miskin tidak mendapatkan akses keadilan yang diharapkan

"ﬂ-“gr




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Mutu Baku
Pelaksana
Gubernur Sekda | Asistenl | Kepala | Kepala Sub Staf OBH
N Kegiatan Biro Bagian |Koordinator Pemberi | Persyaratan | Waktu Output
0 Bantuan
Hukum

1 | Menerima permohonan - Permohonan | 1 Hari Dokumen sesuai
pencairan dana bantuan O—' > 2 - » > pencairan persyaratan
hukum dari OBH Pemberi dana;

Bantuan Hukum yang telah - Dokumen
melakukan Perjanjian Kerja pendukung
dengan Pemerintah Provinsi

Bali.

2 | Melakukan verifikasi 4 - Dokumen; 3 Hari - Dokumen
kelengkapan dokumen dan dan kelengkapan,
pengecekan lapangan - Informasi dan
terhadap pelaksanaan - Konfirmasi
pemberian bantuan hukum. kebenaran

T dokumen,

4 | Melaporkan hasil verifikasi (\ i B E - Nota Dinas | 1 hari Disposisi
dan pengecekan lapangan A i) e
kepada Kepala Biro.

5 | Jawaban kepada OBH - Informasi 1 Hari Diterima/tidaknya
Pemberi Bantuan Hukum » permohonan dari
terhadap permohonan OBH Pemberi
pencairan dana bantuan Bantuan.
hukum yang diajukan

6 | Melakukan pengurusan - Dokumen. 1 Hari Bahan dokumen
permohonan pencairan dana N > O SPJ Lengkap.
bantuan hukum yang




dimohonkan.

= Kegiatan Mulai dan Berakhir Kepala Biro Hukum ,

= Proses

O—"— Pengambilan Keputusan

_';5 NIP. 19691010/199703 1 012




LAMPIRAN XVIII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYULUHAN PRODUK
HUKUM PADA  BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYULUHAN PRODUK HUKUM PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR SOP : | 6854/B.HK/2022

TGL. PEMBUATAN _|: | 17 Juli 2018

TGL. REVISI : | 6 Oktober 2022

TGL EFEKTIF . | 6 Oktober2022 |

Disahkan Oleh i Kepdja Biro Hukum,

BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

UNIT SUBSTANSI HAM DAN PENYULUHAN HUKUM

DASAR HUKUM

Judul SOP : PenMuhaP Produk H*kum pada Biro Hukum
Setda Provinsi Bali
KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negaral
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8] sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

5 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);

- Memfasilitasi Penyuluhan Produk Hukum Dasrah

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Sekretaris Daerah Provinsi Bali

2 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Biro Hukum Setda Provinsi
Bali

4 Koordinator dan Sub Koordinator pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1. ATK

2. Bahan Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan
3. Media Cetak,Massa,Internet

4 Komputer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP Penyuluhan Produk Hukum

Pelaksana Mutu Baku
Mo Keginian Kepala Biro Kabag Sub Koordinator Staf Instansi Terkait Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 |Kepala Biror gaskan Kabag mempersiapk - Surat Permohonan dari 30 menit | Dokumen
pelaksanaan penyuluhan produk hukum D— —)l I Perangkat Daerah/Instansi -
DPA Kegiatan
2 |Kabag menugaskan Sub Koordinator untuk W e - Surat Permohonan dari 30 menit |Dokumen
mempersiapkan administratif dan teknis pelaksanaan 1 | Perangkat Daerah/Instansi
penyuluhan produk hukum - Surat Disposisi
3 |Sub Koordinator berkoordinasi dengan instansi terkait, - Dokumen dan informasi 2 hari Dokumen dan
berkaitan dengan narasumber penyuluhan produk hukum informasi
4 |Sub Koordinator mengonsep administrasi pelaksanaan - Dokumen 60 menit | Dokumen
penyuluhanproduk hukum dan menugaskan staf untuk 1 ]
mengetik
5 |Staf mengetik konsep administrasi pelaksanaan - Dokumen 60 menit |Dokumen
penyuluhan produk hukum selanjutnya diserahkan kepada /
Sub Koordinator untuk dikor eksi S~ i
6 |Sub Koordinator mengoreksi konsep administrasi - Dokumen 60 menit |Dokumen
pelaksanaan penyuluhan produk hukum selanjutnya
diserahkan kepada Kabag untuk dikoreksi
7 |Kabag menandatangani konsep surat lanjut menugaskan - Dokumnen 30 menit |Dokumen
Sub Koordinator melaksanakan penyuluhan produk hukum 1___" |
8 |Sub Koordinator menugaskan staf untuk mempersiapkan - Dokumen 30 menit |Dokumen
pelaksanaan penyuluhan produk hukum ’»'II I
9  |Staf mempersiapkan penyelenggaraan penyuluhan produk - Dokumen 2 hari Dokumen
hukum
10 |Melaksanakan penyuluhan produk hukum —G - Bahan Produk Daerah - |6 hari -Buku Perda
T Dokumen - Dokumen
11 |Menyusun laporan penyuluhan produk hukum untuk ~— - Dokumnen 1 hari Dokumen
diserahkan ke Kepala Biro [ J'<_ _[ k I k l k_l I
Keterangan : o
Kepala

£e )

Oll

= Kegiatan mulal dan berakhir

=Proses

= Pengambilan Keputusan

NIP, 19491010 199703 1 012




LAMPIRAN XIX

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN
KEBERSIHAN KANTOR

JASA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Nomor SOP ;| 6854/B.HK /2022
Tan :'ﬂ_muatsm ;] 3Juli 2018
Tan, Revisi -} 6 Gktober 2022
Tangpal Efektif ¥ P22
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA i\t .
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP . rediaan JAsa Kebersihan Kantor
e = -
W,
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah)
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran|
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan|
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang|
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan)
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasif
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasionall
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 649);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan|

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimanal
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali]
Nomor S5Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunanj
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Nomor 33).

1
2

Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
Memahami Materi Kegiatan

[ KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGEAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Nota Pesanan

2 Para Kepala Bagian dan Kasubag pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Kwitansi
3 Kasubag TU 3 Nota Barang
| _StalTu
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Prosedur Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e
i e B SO SO S e O S SRR e A DR Rt TREEAE 1 SRS Sk s okl WAL e AR - Weein emciisad - GESERSITEIIRANIEE L = e

1 |Melakukan survey harga ke beberapa Surat 1 Hari |Hasil Survey
perusahaan yang menyediakan jasa
Kebersihan Kantor (D

2 |Memilih perusahaan yang akan dijadikan Hasil Survey 2 Hari |Surat
rekanan sesuai dengan harga yang
dicantumkan perusahaan _I

3 |Mengajukan surat permintaan menjadi Surat 2 Hari |Surat
rekanan.

Y

4 |Membuat SPK Kontrak E—' Dokumen kontrak |2 Hari |SPK

5 |Memerintahkan kepada rekanan ‘ , Surat 1 Hari |Surat

6 |Menerima barang sesuai SPK dan melakukan Barang dan Nota 1 Hari |Berita Acara
pengecekan kesesuaian barang yang Cj Pembelian
dikontrakkan

7 |Melakukan pembayaran . SPJ 6 Hari |SPJ

8 |Pembuatan laporan SPJ 1 Hari |SPJ




LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

6854 /B.HK/2022
;1 3 Juli 2018
£}'6 Oktober 2022
§:1.6 Oktobkr 2022
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 1{ o
BAGIAN FASILITASI PERATURAN { 'J \ :
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA "\\ N nNip. 19681010 199703 1012
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP A\ Pgnzed@ Alat Tulis Kantor
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA -

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah|
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran|
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran|

Negara Republik Indonesia Nomor 1649;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah|
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang|
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi)
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
Tahun 2012 Nomor 619);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman|

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesial
Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana)
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali|
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahl
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Bali Tahun 2021
Nomor 11);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas)
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan|
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Provinsi

(Berita Negara Republik Indonesial

1
2

Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
Memahami Materi Kegiatan

Nomor 33).
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Nota Pesanan
2 Kasubag TU 2 Kwitansi
3 Peiabat Pengadaan 3 Nota barang
4 PPHP
5 Staf TU
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Prosedur Keglatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Melakukan survey harga ke beberapa

Ke:jaHPS

1 hari |Data Harga
perusahaan yang menjual ATK Perusahaan
Menelaah hasil survey Data harga 1 hari |HPS

l

Menentukan perusahaan yang akan dijadikan J HPS 1 hari |Penunjukan
rekanan penyedia barang
Melakukan proses kontrak pengadaan barang Kelengkapan surat- 1 hari [SPK

- 1 surat dari perusahaan

| S | yang ditunjuk
Menandatangani kontrak Ll SPK 1 hari |SPK yang sudah

| I ditandatangani
Menerima barang sesuai SPK dan melakukan Nota pembelian 1 hari |Barang yang
pengecekan kesesuaian barang vang dikontrakkan
dikontrakkan r“'
Proses SPJ T <> SPJ 6 hari [SPJ
o .
Melakukan pembayaran Permohonan 1 hari |SPJ
pembayaran

010 199703 1 012
/ /




LAMPIRAN XXI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT

PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN

CETAKAN DAN PENGGANDAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

DAERAH

BARANG

Nomor SOP 6854 /B.HK /2022
[ Tanggal Pembuatan 3 Juli 2018
| Tanggal Revisi : | 3 Oktober 2022
Tanggal Efektif =1 6 Oktobgr 2022
Disahkan Oleh ! sala Biro Hukum,
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN 2
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN /KOTA AT TN CRTTEE T
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP : |Penyedi Barang Cetakan dan
_IPenggandaan

DASAR HUKUM

[KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur]
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649;

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6757);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 649);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomeor 1781);

6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat|
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali|
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomeor 11):

8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas|
Peraturan Gubernur Nomer 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 33).

tentang Pembentukan| 1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan

2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Para Kepala Bagian dan Kasubag pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
3 Kasubag TU

4 Staf TU

PERINGATAN

e e e e

1 Nota Pesanan
2 Kwitansi
3 Nota barang

PENCATATAN DAN PENDATAAN




penggandaan dari masing-masing Bagian

Kasubag TU melaksanakan pengadaan barang
cetakan dan penggandaan sesuai permintaan
bagian

Surat

10 menit

Surat

Kasubag TU memerintahkan staf untuk
melaksanakan kegiatan dimaksud kepada
rekanan

Surat

60 menit

Surat

Proses pembuat SPJ berupa : Nota Pesanan,
Nota barang , dan Kwitansi dan Proses Tanda
tangan

!

Nota Pesanan

2 Hari

8PJ

Menyampaikan SPJ kepada pejabat pengelola
keuangan

Proses pengesahan SPJ

8PJ

30 Menit

SPJ

Proses S8PJ dalam administrasi tata kelola
keuangan

8PJ

7 Hari

SPJ

Menyimpan arsip

)

8PJ

10 Menit

SPJ

I




LAMPIRAN XXII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN
KOMPONEN [INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Nomor SOP :] 6854/B.HK /2022

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektif 7 ]°

al Revisi F,

NIP. 19641010 199703 1 012

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Judul SOP : |Penyediaagg Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara|
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649;

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

] sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara|

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara]

Republik Indonesia Nomor 6757);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5j;

7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang]
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Bercnca.nﬂl
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 11);

8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerjal
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita]
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

KETERKAITAN

1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
2 Memahami Materi Kegiatan

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Nota Pesanan

2 Para Kepala Bagian dan Kasubag pada Biro Hukum Setdal2 Kwitansi

Provinsi Bali 3 Nota barang
3 Kasubag TU
L4 _StafTU __ LR oA
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Prosedur Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Permintaan penggantian komponen instalasi ' i 10 menit

listrik/ penerangan bangunan kantor dari
Kepnlnl;i?xludansagmn ( )"")l ]

komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor sesuai permintaan kepala

biro dan bagian
3 [Kasubag TU memerintahkan staf untuk Surat 60 menit |Surat

melaksanakan kegiatan dimaksud kepada rh
rekanan W—

2 |Kasubag TU melaksanakan penggantian Surat 30 Menit |Surat

4 |Proses pembuat SPJ Nota Pesanan |2 Hari SPJ Nota Pesanan, Nota
Ll barang , dan Kwitansi
r’ dan Proses Tanda

tangan

5 [Menyampaikan SPJ kepada pejabat pengelola

\ 8SPJ 2 Hari sSPJ
keuangan i i / >
h."
o

6 |Proses pengesahan SPJ SPJ 30 Menit |SPJ

7 |Proses SPJ dalam administrasi tata kelola SPJ 7 Hari SPJ
keuangan

8 |Menyimpan arsip SPJ 10 Menit [SPJ




LAMPIRAN XXIII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1

KETERKAITAN

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan|
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengaral
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengpnl
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara)
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi BlmkmsiJ
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar|
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman|
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesial
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 lenhangp
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir]
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dacrah Nomer 10 Tahun 2016 ten
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Balil
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 11);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat|
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentan
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Ten

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja|
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

Nomor SOP . | 6B54/B.:HK /2022
[ Tanggal Pembuatan . Juli 2018
Tan Revisi o /1.6 Oktoker 2022
Tanggal Blektil £ ],
Disahkan Oleh 4| Ee
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI i\ s o, e
S H —
BAGIAN FASILITASI PERATURAN \ .
s Gede Sudarsana
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA ¥ 19631010 199703 1 012
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP edlnﬁ'k Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DASAR HUKUM HULLM_WA

Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
Memahami Materi Kegiatan

PERALATAN/PERLENGEAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Nota Pesanan
2 Para Kepala Bagian dan Kasubag pada Biro Hukum Setda) Kwitansi
Provinsi Bali
3 Kasubag TU Nota Barang
4 Stafl TU
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Prosedur Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Melakukan survey harga ke beberapa peny
yang menjual peralatan dan perlengkapan C\

kantor ; l'_}_

2 |Memilih penyedia yang akan dijadikan ;4 Hasll Survey 1 Hari Berita Acara
rekanan sesuai dengan harga yang T / Survey
dicantumkan penyedia \

3 |Meminta surat penawaran harga dari penyedia v Surat 1 Hari Surat

| 1o Penawaran
4 [Membuat SPK Kontrak f! SPK 1 Hari SPK

5 |Menerima barang sesuai SPK dan melakukan Nota Pesanan |1 Hari Barang dan

pengecekan kesesuaian barang yang 5 lj Nota

dikontrakkan i I Pembelian
6 |Pembuatan SPJ SPJ 2 hari SPJ Nota Pesanan, Nota

barang , dan Kwitansi
dan Proses Tanda
— T tangan

7 |Penyampaian/Pengajuan SPJ ke / SPJ 6 Hari SPJ

Penatausahaan Keuangan _;\>

L

8 |Menyimpan Arsip :f SPJ 30 Menit |SPJ




LAMPIRAN XXIV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

[Nomor SOP .| 6854/B.HEK /2022
w Pembuatan 2] 3 Juli 2018
[ Tanggal Revisi 11 6 Oktober 2022
[Tanggal Efektif : | 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh 5 ;
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI N
i
BAGIAN FASILITASI PERATURAN i 5 P
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA ! e -
- : |nip. 19691010 199703 1012
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP : 'Plzmellhara#n Rutin/Berkala Gedung Kantor
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan] 1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
Daerah-dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusal] 2 Memahami Materi Kegiatan
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 1649,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014}
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhin
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah|
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita)
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang]
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah|
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan|
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang]
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana)
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Balil
Tahun 2021 Nomor 11);

8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur)
Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan|
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun
2022 Nomor 33).

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Nota Pesanan

2 Kasubag TU 2 Kwitansi

3 Peiabat Pengadaan 3 Nota barang

4 PPHP

5 Staf TU

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Prosedur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 |Melakukan survey harga ke beberapa penyedia ; Surat 1 Hari Hasil Survey
yang terkait pemeliharaan gedung kantor
3
2 |Memilih penyedia yang akan dijadikan 3 Hasil Survey 1 Hari Berita Acara
rekanan sesuai dengan harga yang T / survey
dicantumkan penyedia \
3 |Meminta surat penawaran harga dari penyedia Surat 1 Hari Surat
& Y Penawaran
E =
4 |Membuat SPK Kontrak E\j SPK 1 Hari SPK
5 |Menerima barang sesuai SPK dan melakukan Nota Pesanan 1 Hari Barang dan
pengecekan kesesuaian barang yang Jj Nota
dikontrakkan g} R Pembelian
6 |Pembuatan SPJ SPJ 2 hari 8PJ Nota Pesanan, Nota
f_| barang , dan Kwitansi
I“ dan Proses Tanda
T tangan
7 |Penyampaian/Pengajuan SPJ ke SPJ 6 Hari SPJ
Penatausahaan Keuangan L / >
8 |Menyimpan Arsip i ¥ SPJ 30 Menit [SPJ
( }; | I




LAMPIRAN XXV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS

PEMELIHARAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS

Nomor SOP 6854 /B.HK /2022
Wy al Pembuatan 3 Juli 2018
T al Revisi 6 Oktober 2022
T al Efektif
Gl 2 Disahkan Qleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN /KOTA \
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir]
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 6322);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasil
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita|
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang]
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang|
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang]
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Gubernur Bali Nomer 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Ta

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Eal.lai]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Nota Pesanan
2 Kasubag TU 2 Kwitansi
3 Pejabat Pengadaan 3 Nota barang
4 PPHP
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Prosedur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

1 |Melakukan survey harga ke beberapa penyedia Surat 1 Hari Hasil Survey
vang terkait pemeliharaan kendaraan dinas C\
=

2 |Memilih penyedia yang akan dijadikan E Hasil Survey 1 Hari Berita Acara

A
rekanan sesuai dengan harga yang / Survey
dicantumkan penyedia \

3 |Meminta surat penawaran harga dari penyedia Surat 1 Hari Surat

rl, Penawaran
st le

4 |Membuat SPK Kontrak ¢ SPK 1 Hari SPK

5 |Menerima barang sesuai SPK dan melakukan Nota Pesanan 1 Hari Barang dan
pengecekan kesesuaian barang yang al I Nota
dikontrakkan j Pembelian

6 |Pembuatan SPJ SPJ 2 hari SPJ

E = [
7 |Penyampaian/Pengajuan SPJ /> SPJ 6 Hari SPJ
8 |Menyimpan Arsip | SPJ 30 Menit |SPJ
- ]

4 . Keﬁthm Hukum,

WP \9691010 199703 1 012



LAMPIRAN XXVI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PEMELIHARAAN

6854/B.HK /2022
Pembuatan 3 Juli 2018
Revisi
En_ﬂgl Efektif
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA NIP. 19691010 199703 1 012
Judul SOP : |Pemeli Rutin/Berkala Perlengkapan
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Gedung Kantor

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusal
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958{
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaj
Nomor 1649;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi)
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita)
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tcnuangF
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daeral)
Provinsi Bali Tahun 2016 Nemor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan|
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana

Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang]

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata]
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
sebagaimana telah diunbah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur]
Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Bali (Berita  Daerah|
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Nota Pesanan

2 Kasubag TU 2 Kwitansi

3 Peiabat Pengadaan 3 Nota barang

4 PPHP

S Staf TU

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Melakukan survey harga ke beberapa penyedia
yang menyediakan jasa Kebersihan Kantor

Prosedur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Surat

1 Hari

Memilih penvedia yang akan dijadikan Hasil Survey 1 Hari Berita Acara
rekanan sesuai dengan harga yang Survey
dicantumkan penyedia \
Mengajukan surat permintaan menjadi N Surat 1 Hari Surat
rekanan. | Penawaran
Membuat SPK Kontrak SPK 1 Hari SPK
Memerintahkan kepada rekanan Nota Pesanan |1 Hari Barang dan
Nota
g === Pembelian
Menerima barang sesuai SPK dan melakukan SPJ 2 hari SPJ
pengecekan kesesuaian barang yang |——I
dikontrakkan L
Melakukan pembayaran SPJ 6 Hari SPJ
SPJ 30 Menit |SPJ

Pembuatan laporan




LAMPIRAN XXVII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG/KANTOR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/KANTOR

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

_N_omor SOP

6854/B.HK /2022

Tangeal Pembuatan

3 Juli 2018

Tan, Revisi

;16 Dktober 20‘22

'T;mwi] Efektif

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP

:{Pemeliharaan uLin/Bcﬂcala Peralatan Gedung

~ARKantor

DASAR HUKUM

mmmPMﬁ IR

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan|
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 1649;

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014}
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan]
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahj
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan)
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasil
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berital
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 lcntang!
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negaral
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang}
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerahl
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunanj
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang]
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);

8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 'l:ﬂ
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Balif
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan)
Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Dacrahj
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

1 Memahami Pcnvustman Laporan Keglatan
2 Memahami Materi Kegiatan -

KETERKAITAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
2 Kasubag TU

3 Pejabat Pengadaan

4 PPHP

S5 Staf TU

1 Nota Pesanan
2 Kwitansi
3 Nota barang

PERINGATAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN _




Prosedur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 Mc survey harga kcbcbcberapa nyedla
yang menyediakan jasa Kebersihan Kantor D‘ {
A
2 |Memilih penyedia yang akan dijadikan Hasil Survey 1 Hari Berita Acara
rekanan sesuai dengan harga vang Survey
dicantumkan penyedia \
3 |Mengajukan surat permintaan menjadi Surat 1 Hari Surat
rekanan. l_— _I Penawaran
4 |Membuat SPK Kontrak ; SPK 1 Hari SPK
e
5 |Memerintahkan kepada rekanan Nota Pesanan |1 Hari Barang dan
'I_j :::bclian
6 |Menerima barang scsual SPK dan melakukan SPJ 2 hari 8PJ
. oo B
7 |Melakukan pembayaran SPJ 6 Hari 8SPJ
| SN
8 |Pembuatan laporan ‘E SPJ 30 Menit [SPJ

Sudarsana
0 199703 1012




LAMPIRAN XXVIII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
MEBELEUR

DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

Nomor SOP 6854/B.HK /2022

Pembuatan +1.8 Juli 2018 /
Tanggal Revisi 71} 6 Oktober 2022 d
Tanggg_.l Efektif /. 1" 6 Oktobgr 2022
Disahkan Oleh Y: Ke

la Biro Hukum,

=(DAIZR

J —
Ida Baghis Gede Su na
NIP. 19641010 199703 1 012

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Judul SOP WNE

Pemelihargan Rutin/Berkala Mebeleur

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan|
Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusal
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 1649;
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan]
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita)
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang)
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang]
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3|
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Beren
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 11);

8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah|
diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sertal
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGRAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Nota Pesanan

2 Kasubag TU 2 EKwitansi

3 Pejabat Pengadaan 3 Nota barang

4 PPHP

5 Staf TU

[PERINGATAN |PENCATATAN DAN PENDATAAN




Prosedur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1 [Melakukan survey harga ke beberapa penyedia ' Surat 1 Hari Hasil Survey

vang menyediakan jasa Kebersihan Kantor T
A ‘

2 |Memilih penyedia yang akan dijadikan Hasil Survey 1 Hari Berita Acara
rekanan sesuai dengan harga vang Survey
dicantumkan penyedia \

3 [Mengajukan surat permintaan menjadi . Surat 1 Hari Surat
rekanan. E : Penawaran

4 |Membuat SPK Kontrak SPK 1 Hari SPK

E_I‘
5 |Memerintahkan kepada rekanan Nota Pesanan |1 Hari Barang dan
’l | Nota
Pembelian

6 |Menerima barang sesuai SPK dan melakukan SPJ 2 hari SPJ
pengecekan kesesuaian barang yang
dikontrakkan L

7 |Melakukan pembayaran SPJ 6 Hari SPJ

| I
8 |Pembuatan laporan .‘E |SPJ 30 Menit |SPJ
2 Vﬁnplhmmnuk\m‘ ;i
P —

N
L ONIP: 9691010199703 1 012




LAMPIRAN XXIX

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

: | 6854/B.HK/2022
Pembuatan 2] 11 Juli 2018
Revisi : | 6 Oktober 2022
Efektif : | 6 OKtober 2022

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO _ liuauisop

19691010 199703 1 042
yUSUI dan Pe! ran i inerja

A\
DASAR HUKUM |KUALIFIKASI PELAKSANA .
1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pcmtmnmk:::l 1  Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan

Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nus
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 1649;

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan] 2 Memahami Materi Kegiatan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran)
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang P\:ngelolaanl
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 6322);

4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Rcfor‘-;l;z:lll
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyus
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita)
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

S5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang)
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negaral
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang]
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah]
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah|
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah)
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Dacrah Provinsi Bali|
Tahun 2021 Nomor 11}

8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat]
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah)
diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sertal
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGEAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Data
2 Para Kepala Bagian dan Kasubag pada Biro Hukum Setda Provinsijf 2 Komputer
Bali
3 Kasubag TU 3 Kertas
4 Staf TU

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP Penyusunan dan Laporan Capaian Kinerja

i

it 2
Mengumpulkan bahan laporan konsep dari seluruh 60 Menit
PPTK
2 |Membuat laporan capaian kinerja / Data 1 Hari Laporan
S
T
3 |Mengajukan konsep laporan ke Kepala Bagian Konsep 1 Hari Dokumen
O
4 [Mengajukan konsep laporan ke Kepala Biro Laporan 1 Hari Dokumen
o
5 |Menindaklanjuti sesuai disposisi Kepala Biro v Disposisi 60 menit |Surat
6 |Mencetak laporan Data 30 Menit |Laporan
7 |Mengirim laporan ke Sekda dan Inspektorat Laporan 30 Menit |Laporan
8 |Melakukan arsip Laporan 15 Menit |Arsip

,

LY

Kgp A f’“Bh"c ‘Hukum,

|

\ | s Gede Sudarsana
‘-‘\ “NIP. 1p691010 199703 1 012




LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENJA

HUKUM SEKRETARIAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENJA

DAERAH

[Nomor SOP 6854/ B.HK/ 2022
w)cmbuam 11 Juli 2018
Tanggal Revisi 6 Oktober 2022

anggal Elekul - |6 Oktober 2022

Ny Disahlan Oleh y / ' Kegala Biro Hukum,
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 'f
BAGIAN FASILITASI PERATURAN i T
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
\ NIP.19401010 1997031 012
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP Pembual ENJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

»N

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tengara  Timur (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir]
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan|
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuni
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berital
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 1cntangﬂ
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang|
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah)
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah|
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 ten
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali

Tahun 2021 Nomor 11);
Peraturan Gubernur Bali

Nomor

56 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata|
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor]
32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun ‘20‘22”
Nomor 33).

Nomor tentang

1 Mampu mengolah data pegawai

PERINGATAN

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGEAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Data dari PPTK

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Komputer

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3  Internet

4 Stafdi Biro Hukum Setda Provinsi Bali 4 ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila keterlambatan menginput sistem akan dikunci 1

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Prosedur Penyusunan RENJA

2 |Melakukan pembuatan rancangan alokasi anggaran ?f Data 1 Hari Anggaran
3 |Melakukan koordinasi terkait alokasi anggaran Anggaran 1 Hari Dokumen
pada seluruh PPTK | le
4 |Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian) Anggaran 30 Menit |Dokumen
terkait alokasi anggaran ‘/ \-
5 |Melakukan koordinasi dengan Kepala Biro terkait Anggaran 30 Menit |Dokumen
alokasi anggaran ,__/
’-\
6 |Melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait Anggaran 30 Menit |Dokumen
anggaran yang diterima | le
—
7 |Melakukan rapat Pra Musrenbang Dokumen 3 Hari Dokumen Pra
I I__ _,I’ I__ __’{ Musrenbang
8 |Melakukan revisi dan penandatanganan terkait Dokumen Pra |15 Menit |Dokumen Pra
hasil rapat Pra Musrenbang / Musrenbang Musrenbang
9 [Melakukan pengumpulan laporan Pra Musrenbang Dokumen Pra |15 Menit |Dokumen Pra
ke Bappeda rl. Musrenbang Musrenbang
i
10 |Melakukan rapat Musrenbang Dokumen Pra |3 Hari Dokumen
Musrenban, Musrenban,
ST H . .
i |
11 [Melakukan revisi dan penandatanganan terkait Dokumen 15 Menit |Dokumen
hasil rapat Musrenbang Musrenbang Musrenbang
12 |Melakukan pengumpulan laporan Musrenbang ke Dokumen 15 Menit |Dokumen
Bappeda | le Musrenbang Musrenbang
13 |Penyimpanan arsip Dokumen 15 Menit |Arsip
( ) Musrenbang

91010 199703 1012




LAMPIRAN XXXI1

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENSTRA

DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENSTRA

Nomor SOP 6851/B.HK /2022
Tan Pembuatan | :§ 11 Juli 2018
'Tanggal Revisi 6 Oktober 2022
WI Efektif G Oktobgr 2022
3 3 Disahkan Oleh y <
BIRO HUKUM SEEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI {
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP Q)
DASAR HUKUM Immﬂl PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nu
Tengara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958]
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 1649;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan|
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi)
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan)
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang]
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daeraly
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) scbagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021}
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah
(Lembaran Daecrah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tmtang&
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana)
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat]
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Se;
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
{Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan

2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
2 Kasubag TU
3 Staf TU
4 Bappeda

PERALATAN/PERLENGEAPAN
1 Data
2 Komputer

PERINGATAN

—————

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika data tidak dikumpulkan maka penyusunan Renstra tidak dapat
diselesaikan dengan maksimal




Prosedur Penyusunan RENSTRA

il & et wad 2
lakukan pengumpulan data dari masing-masing PPT!

1 |Me
2 |Melakukan revisi terkait data yang dikumpulkan oleh PPTK Dokumen 120 Menit Dokumen
T L
=
T
3 |Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian /\ Dokumen 30 Menit Dokumen
A T
4 |Melakukan koordinasi dengan Kepala Biro v L/ Dokumen 30 Menit Dokumen
5 |Melakukan penyusunan RENSTRA v Dokumen 1 Hari Laporan
E_.I‘
6 |Melakukan koordinasi dengan seluruh PPTK terkait hasil dari « Dokumen 120 Menit. Dokumen
penyusunan RENSTRA Ej
7 |Melakukan pengumpulan hasil penyusunan RENSTRA ke Dokumen 15 Menit Dokumen
Bappeda | |
8 |Melakukan revisi terkait hasil RENSTRA yang telah Dokumen 60 Menit Dokumen
dikumpulkan di Baj a
P pped: ,IJ" i —'|
9 |Melakukan penandatanganan terkait hasil RENSTRA dari Dokumen 15 Menit Dokumen
g ]
10 |Melakukan pengumpulan hasil RENSTRA yang telah ditanda Dokumen 15 Menit Dokumen
tangani ke Bappeda r"
R
11 |{Menyimpan arsip Dokumen 15 Menit Arsip

1010 199703 1 012




STANDAR OPERASIONAL

LAMPIRAN XXXII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SPIP

PROSEDUR PENYUSUNAN SPIP

DAERAH

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALIL

[Nomor S8OP : | 6854/B.HK/2022
'[‘;mg&al Pembuatan -] 11 Juli 2018
[Tangpal Revisi : | 6 Oktober 2022
Tanggal Efektil - | 6 Oktober 2022

Disahkan Oleh

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Judul SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

(4]

Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa]
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan|
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2022 tentang Hubungan|
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah|
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita]
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang)

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang]

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana)
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat|
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah|
diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Seria
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Dacrah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan] 1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan

2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Data

2 Kasubag TU 2 Komputer

3 Staf TU

4 Inspektorat

5 Bappeda
[PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Prosedur Penyusunan SPIP

"1 [Membuat surat untuk semua Bagian SN N A Surat ~ |30 Menit Dokumen

2 |Menghimpun bahan laporan yang telah dikumpulkan Bahan 120 Menit Dokumen
maisng-masing bagian of |
3 |Merekap bahan yang dikumpulkan Bahan 120 Menit Dokumen
4 |Menyusun laporan dan Membuat surat pengantar SPIP Bahan 1 Hari Dokumen
"
T
6 |Mereview Laporan SPIP Konsep 120 Menit Dokumen
b 4 ,/ \<
\/ T
7 |Mereview Laporan SPIP Laporan 120 Menit Dokumen Jika Berkenan dilanjutkan
. -.L/ Tanda Tangan Kepala Biro
8 [Menindaklanjuti seusai disposisi Kepala Biro v Disposisi 30 Menit Dokumen Menyampaikan Laporan SPIP
ke Inspektorat

9 |Menjilid laporan Laporan 15 Menit Dokumen
10 [Mengirim hasil laporan ke Sekda dan Inspektorat , ,. Laporan 15 Menit Laporan
11 |Melakukan arsip Laporan 15 Menit Arsip

ée 1 .éudarsana
1010 199703 1 012




LAMPIRAN XXXIT

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASBIONAL PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Nomor SOP 6854/B. HK /2022
| Pembuatan 4 Juli 2018
Tan, Revisi 6 Oktobes 2022
J‘mﬂ Efektil 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh €
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI .
BAGIAN FASILITASI PERATURAN PERUNDANG- Ida
UNDANGAN EABUPATEN/KOTA \ .
Judul SOP Standar Opferasional Prosedur
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Pertan, jawaban Belanja
DASAR HUKUM x'?n_m_al PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan)
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 4355);

2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan|

Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara;

3 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keunangan Daerah. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang]

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam)|

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua ata:

peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten

Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentan

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian}

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang]

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan)

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah)

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah|

Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigal

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang]

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran)

Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 ten

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Ta

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali

Nomeor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan|

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat]

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

Pembuatan Le.porax-l pertanggungjawaban belanja

| KETEREAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Bali

3 Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan Biro Hukum
Setda Provinsi Bali

4 Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum

1 Buku Kas Umum

c. Buku Pembantu Paniar

2 Alat tulis Kantor

3 Seperangkal Komputer
4 Printer

5 Meia

6 Kursi

a. Buku Pembantu Kas Tunai
b. Buku Pembantu Simpanan/Bank

d. Buku Rincian Obvek Belania

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

Apabila Laporan pertanggungjawaban selesai setelah tanggal 5
bulan berikutnya, maka administratif berikutnya akan terlambat
(amprah TU)

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

No Uraian Kegiatan S Blas Balas Keterangan
KPA PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu | Bendahara Pengeluaran Kelengkapan Waktu Keluaran
1 |Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyerahkan SPILS 20 menit  [SPILS
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) GU Kepada ( }
bendahara pengeluaran pembantu
2 |Bendahara pengeluaran pembantu telah Buku pembantu Rincian 10 menit buku
mencatat dan melakukan BKU pada buku Obyek Obyek Belanja kelengkapan
Belanja, Kas tunai, Simpanan Bank, Pajak dan Buku pembantu Pajak Ter Update
panjar Buku pembantu kas tunai
Buku pembantu
simpanan/Bank
3 |Bendahara pengeluaran pembantu melakukan Buku pembantu Rincian 2 jam Laporan
proses input di SIPKD Obyek Belanja pengesahan
Buku pembantu Pajak bendahara
Buku pembantu kas tunai pengeluaran
J Buku pembantu pembantu
2 simpanan/Bank
4 |Bendahara pengeluaran pembantu menyerahkan ‘L Disposisi 1jam Tanda terima 1
dokumen pertanggungjawaban belanja Biro Laporan pengesahan dan bendel laporan
Hukum dan HAM Setda Prov. Bali ke KPA kemudia \1" ) laporan administratif dari
ke Bendahara Pengeluaran Pembantu bendahara pengeluaran
pembantu

Kepala Biro Hukum,

a Bapus larsana
NIP, 19491010 199703 1012




T

LAMPIRAN XXXIV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN
UANG PANJAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN UANG PANJAR

Nomor SOP :] 6854/B. HK/2022
T 1 Pembuatan |:] 4 Juli 2018
T Revisi____
T: Efektif
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
Judul SOP :|Standar Opelasional Prosedur
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Pertanggungjawaban Uang Panjar
DASAR HUKUM [EUALIFIEAS] PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 43551:

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelola Keuangan Daerah:

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya,
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 5|;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 ten
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tal
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan|
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia]

(Lembaran Negara]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang]

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam|

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang]

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang}

|Pembukuan Pertanggungjawaban Uang Panjar

EKETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGEAPAN

1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi
Bali
2 Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum

1 Buku Kas Umum

a. Buku Pembantu Kas Tunai
b. Buku Pembantu Simpanan/Bank
¢. Buku Pembantu Panjar
d. Buku Rincian Obyek Belanja

2 Lampiran Kegiatan dari PPFTK

4 Bukti Pembayaran

3 Alat tulis Kantor

5 Seperangkat Komputer

6 Printer

7 Kursi

8 Meja

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pengajuan pertanggungjawaban panjar harus sesuai dengan bulan
pengambilan panjar

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERTANGGUNGIAWABAN UANG PANJAR

No Uralan Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

PPTK

Bendahara Pengeluaran Pembantu

l(elen!!tapan

Waktu

Keluaran

Keterangan

-

PPTK menyerahkan Belanja/bukti pengeluaran kepada
bendahara pengeluaran pembantu

TR

SPJ

10 menit

Bukti SPJ

2 |Bendahara pengeluaran pembantu menerima bukti
belanja/bukti pengeluaran uang lainnya dari PPTK dan

|___|sejumiah uang yang berasal dari sisa uang panjar

Bukti Belanja

10 menit

Bukti belanja ter-update

3 |Bendahara pengeluaran pembantu Kemudian melakukan

|dicatat sebesar jumiah uang panjar yang pernah diberikan

proses Pengisian BKU pada kolom penerimaan, Jumlah yang

Buku BKU

10 menit

BKU ter update

4
Kemudian bendahara pengeluaran pembantu melakukan
proses pengisian buku pembantu panjar pada kclom

Buku Pembantu Panjar

10 menit

Buku pembantu panjar ter-update

rEnarEa'nnn sebesar uang panjar yang pernah diberikan
5

Bendahara pengeluaran pembantu kemudian mencatat

belanja di BKU pada kolom pengeluaran. Jumlah yang dicatat

Buku BKU

10 menit

BKU ter-update

|ubeur pertaggungiawaban yang di berikan PPTK
6 |Bendahara pengeluaran pembantu mencatat belanja pada

buku pembantu rinclan obyek

Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

10 menit

Buku Pembantu Rinclan Obyek Belanja ter-
update

7 |Proses selanjutnya adalah pencatatan aktual belanja yang
dilakukan, apakah Uang Panjar kurang dari jumlah belanja
atau lebih darl jumlah belanja

Buku Panjar

10 menit

Buku Panjar ter update

Jika uang panjar lebih besar darl pada belanja, maka PPTK

wiajib mengembalikan sisa uang panjar tersebut. Bendahara
pengeluaran pembantu mencatat pengembalian uang panjar
dalam buku pembantu kas tunal atau buku pembantu
simpanan/bank pada kolom penerimaan. Sejumilah sisa uang

panjar

Buku Kas Tunai atau Buku Pembantu

Simpanan/Bank

20 menit

Buku Kas Tunai atau Buku Pembantu
Simpanan/Bank ter- update

-3

Jika uang panjar kurang dari nilai belanja, bendahara
pengeluaran pembantu melakukan pembayaran atas
kekurangan tersebut. Bendahara pengeluaran pembantu
mencatat pembayaran tersebut pada buku pembantu kas
tunal atau buku pembantu simpanan/bank pada kolom
penerimaan. Sejumiah sisa uang panjar

BKU
Buku Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu Simpanan/Bank

Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

20 menit

BKU
Buku Pembantu Kas Tunai, Simpanan/Bank,
Panjar, Rincian Obyek Belanja ter- update




STANDAR OPERASIONAL PROSED!

LAMPIRAN XXXV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN UANG
PANJAR

UR PEMBERIAN UANG PANJAR

Nomor SOP 6854/ B.Hstm
[Tanggal Pembuatan 4 Juli 2018
M.l Revisi 6 Oktober 2022
[Tanggal Efektif 6 Oktober
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEERETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KEOTA \ NIP.
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO sadnl 308 3
Uang Panjar
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial
Nomor 43551:

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara,

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang)
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelola Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara  Penatausahaan dan  Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentzmg||
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Gubemur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang]
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor]
32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur|
Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 33).

Pembukuan Pemberian Uang Panjar

| KETERKAITAN
1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Bali
2 Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum

PERALATAN/PERLENGHKAPAN

1 Buku Kas Umum
a. Buku Pembantu Kas Tunai
b. Buku Pembantu Simpanan/Bank
¢. Buku Pembantu Panjar

2 Nota Pencairan Dana

3 Memo Persetujuan

4 Bukti Pembayaran

3 Alat tulis

5 Seperangkat Komputer

6 Printer

7 Meja

8 Kursi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pemberian uang panjar hanya bisa dilakukan untuk kegiatan Dinas
Luar Daerah sebanyak 50% Maksimal dari nilai total

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN UANG PANJAR

No Uraian Kegiatan Puistfons Mty Eaki Keterangan
PPTK Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelengkapan Waktu Keluaran
1 |PPTK membawa kwitansi panjar kepada bendahara kwitansi 30 menit |bukti kwitansi
pengeluaran pembantu { } memo persetujuan panjar disetujui
2 |Bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan pembayaran NPD 20 menit |Bukti Pembayaran |Pembayaran Tunai atau
secara tunai atau non tunai Memo Non Tunai
3 ya BKU 10 menit |BKU ter-update
Jika uang panjar diberikan melalui kas tunai, maka Buku pembantu Kas Buku pembantu Kas
bendahara pengeluaran pembantu melakukan proses — Tunai Tunai ter-update
pengisian Buku Pembantu Kas Tunai kolom pengeluaran
tidpk
4 |Jika uang panjar diberikan melalui Simpanan/Bank, maka BKU 20 menit |BKU ter-update
bendahara pengeluaran pembantu melakukan proses Buku Pembantu Buku pembantu
pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank kolom = Simpanan/bank Simpanan/Bank ter-
update
5 |Kemudian bendahara pengeluaran pembantu melakukan Buku Panjar 20 menit |Buku Panjar ter-
proses pengisian buku pembantu panjar pada kolom update
pengeluaran
Tpala Biro Hukum,

2

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012




LAMPIRAN XXXVI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA
REKENING BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

UP/GU/TU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA UP/GU/TU REKENING BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan|
Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019}
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik|
Indonesia Tahun 2019 Nemor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diul
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman|
Pengelola Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentangj
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerahj
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nemor 5, Tam
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemngkad
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah]
diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

[Nomor SOP 6854 /B.HK /2022
T: Pembuatan 11 Juli 2018
(Tanggal Revisi
Tan; Efektif
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI I
BAGIAN FASILITASI PERATURAN i
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA L
Judul SOP \: S
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO 1 UPI GU/TU Rekening Bank Bendahara
Pengeluaran Pembantu
|DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara]Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Rekening Bank Bendahara Pengeluaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,|Pembantu

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1 Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Bali
2 Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Bali
3 Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1

@~Nons L [ 5]

Buku Kas Umum
a. Buku Pembantu Simpanan/Bank
Lampiran SPJ Kegiatan dari PPTK

Alat tulis kantor
Seperangkat Komputer
Printer

Meija

Kursi

Token IBB BPD Mobile

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pencatatan Simpanan/Bank tidak dilakukan secara bertahap
maka nilai belanja dan uang kas tidak balance

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA UP/GU/TU REKENING BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Verifikator Biro Bendahara Pengeluaran Keterangan
PPTK
Hukum Pembantu Kelengkapan Waktu Keluaran
1 |Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyerahkan Surat Konsep SPJ 30 menit Bukti Belanja
Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Kepada Verifikator @_ -
-~
tidak
2 |Verifikator menyerahkan dokumen SPJ Lengkap kepada Bukti Belanja 30 menit Buktibelanja |waktu pelaksanaan
bendahara untuk diberi Kaspos ter Kaspos terhitung 1 bulan
3 |Bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan bukti Bukti Belanja 1 hari Bukti
belanja dan bukti pembayaran yang terkait pembayaran
4 Buku BKU 1jam BKU ter Update
Bendahara pengeluaran pembantu Kemudian melakukan
proses Pengisian BKU pada kolom pengeluaran
5 |Bendahara pengeluaran pembantu melakukan proses " Buku pembantu 1jam Buku
pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom Simpanan/Bank pembantu
pengeluaran Simpanan/Bank
ter update
6 Buku Pembantu rincian |1 jam Buku waktu pelaksanaan
Kemudian bendahara pengeluaran pembantu melakukan Obyek Belanja Pembantu terhitung 1 bulan
pengisian buku pembantu rincian obyek belanja rincian Obyek
Belanja
terupdate

K&pala Biro Hukum ,

NIP. 19591010 199703 1012




LAMPIRAN XXXVII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI BALI
NOMOR 6854/B.HK/2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA UP/GU/TU

KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA UP/GU/TU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang|
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawab;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

[ Nomor SOP :] 6854 /B.HK /2022
Tanggal Pembuatan |:} 04 Juli 2018
Tan Revisi :| 6 Oktober 2022
Tan, Efektif :| 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh / Kepala Biro Hukum ,
BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA NIP. 19691D10 199703 1 012
Judul SOP :|Standar Operasibnal Prosedur Belanja
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO UP/GU/TU Kas Tunai Bendahara
Pengeluaran Pembantu
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang|Pembukuan Belanja UP/GU/TU - Kas Tunai Bendahara
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Biro Hukum
Setda Provinsi Bali
Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setda
Provinsi Bali

3 Verifikator Biro Hukum dan HAM

1 Buku Kas Umum
2 Lampiran SPJ Kegiatan dari PPTK
3 Alat tulis kantor

4 Seperangkat Komputer
5 Printer

6 Meja

7 Kursi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pencatatan Kas Tunai tidak dilakukan secara
bertahap maka nilai belanja dan uang kas tidak balance

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA UP/GU/TU KAS TUNAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Verifikator Biro Bendahara Pengeluaran Keterangan
PPTK i i AR st Kelengkapan Waktu Keluaran
1 |Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyerahkan Surat Konsep SP)J 30 menit Bukti Belanja
Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Kepada Verifikator ( ) ya
k A 4
2 |Verifikator menyerahkan dokumen SPJ Lengkap kepada Bukti Belanja 30 menit Bukti belanja |waktu pelaksanaan
bendahara untuk diberi Kaspos ter Kaspos terhitung 1 bulan
3 |Bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan bukti Bukti Belanja 1 hari Bukti
belanja dan bukti pembayaran yang terkait pembayaran
4 ” Buku BKU 1jam BKU ter
Bendahara pengeluaran pembantu Kemudian melakukan Update
proses Pengisian BKU pada kolom pengeluaran
5 |Bendahara pengeluaran pembantu melakukan proses Buku pembantu Kas 1jam Buku pembantu
pengisian Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom Tunai Kas Tunai ter
pengeluaran update
6 Buku Pembantu rincian |1 jam Buku Pembantu|waktu pelaksanaan
Kemudian bendahara pengeluaran pembantu melakukan Obyek Belanja rincian Obyek |terhitung 1 bulan
pengisian buku pembantu rincian obyek belanja Belanja
terupdate

“NIP. 19591010199703 1 012




LAMPIRAN XXXVIII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIMPAHAN DANA
UP/GU DARI BENDAHARA PENGELUARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIMPAHAN DANA UP/GU DARI BENDAHARA PENGELUARAN

[Nomor SOP 6854 /B.HK/2022
[ Tanggal Pembuatan 11 Juli 2018
T;anga! Revisi
[Tanggal Efoktit
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN s
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA NIP. 19691010-199703 1012
Judul SOP | standar ional Prosedur
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Pelimpahan Dana UP/GU Dari
Beéndahara Pengéluaran
e

DASAR HUKUM

KUALIFIEASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang]
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah|
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman]
Pengelola Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara  Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah)
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5};
Peraturan Gubermmur Bali Nomor 56 Tahun 2021

Pembukuan Pelimpahan Dana UP/GU Dari Bendahara
Pengeluaran

g

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali|

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33}.

KETEREAITAN

PERALATAN/PERLENGEKAPAN

1 Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Bali

3 Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Setda
Provinsi Bali

1 Buku Kas Umum
a. Buku Pembantu Simpanan/Bank
2 Meja

3 Kursi

4 Alat Tulis Kantor

5 Seperanekat Komputer
6 Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelimpahan dana tidak di lakukan maka kegiatan di Biro
Hukum tidak akan berjalan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIMPAHAN DANA UP/GU DARI BENDAHARA PENGELUARAN

Pelaksana Mutu Baku
- TR ben KPA BTG Pangstsanan Bendahara Pengeluaran Kelengkapan Waktu Keluaran e
Pembantu
1 |Bendahara pengeluaran pembantu membuat nota dinas Konsep Nota Dinas 1 jam Nota dinas
Uang Tambahan per bulan _© Uang tambahan Uang
I tambahan
2 |Bendahara pengeluaran pembantu menyerahkan konsep Disposisi 1jam Disposisi
nota dinas kepada KPA dan kemudian di serahkan ke
bendahara pengeluaran
3 |Bendahara pengeluaran melakukan transfer dana ke Bukti Transfer 1 hari Nota Credit Transfer dana
rekening bank bendahara pengeluaran pembantu disesuaikan dengan
kondisi Penutupan GU
pada Bendahara
Pengeluaran di bulan
tersebut
4 |Bendahara Pengeluaran pembantu mencatat penerimaan di Buku BKU 1jam BKU Ter
BKU < Update
T
5 |Bendahara pengeluaran pembantu mencatat penerimaan di Buku Pembantu 1 jam BKU dan Buku
Buku Pembantu Simpanan/Bank d) Simpanan/Bank bank ter
update

Kep

Ida

S Gedle Sudarsana

' Biro Hukum ,

-

NIP. 19691010 199703 1 012




LAMPIRAN XXXIX

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN

VERIFIKASI SPJ

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN VERIFIKASI SPJ

[Nomor SOP :} 6854/B.HK /2022
Tanggal Pembuatan |:] 4 Juni 2018
Tan, Revisi :} 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif :| 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh Biro Hukum,
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN Ida
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA NIP. 19691010 199703 1 012
Judul SOP :|Standar Op&asional Prosedur

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Laporan Pengesahan Verifikasi
SPJ.

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

KETERKAITAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelola dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia) Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tamabahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Nomor 800/134/B.UMPRO Tentang Penunjukan Pegawai
Negeri Sipil Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah padal
Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

L TR B )

1. Paham Tentang Pembuatan Laporan Pengesahan SPJ.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1
2

3

4

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten/Kota.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Bali.

Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

1 SPJ

W

Alat Tulis Kantor

Printer
Meja
Kuris

SO TS

2 Buku penerimaan SPJ GU

Seperangkat Komputer/Laptop

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika laporan pengesahan SPJ tidak di kumpul tepat waktu ke
bagian Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
maka administrasi bulan selanjutnya akan terlambat.

arsip.

SPJ dan Laporan Pengesahan SPJ akan disimpan sebagai




SOP LAPORAN PENGESAHAN VERIFIKASI SPJ

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bagian SR
Kepala Biro P 4 Verifikator | Pengeluaran
Peraturan : 7 ! :
No Uraian Kegiatan Hukum Penrlang- Biro Hukum |Pembantu Biro| Verifikasi Ketermngan
Sekretariat Sckretariat Hukum Keuangan Kelengkapan Waktu Keluaran
Undangan .
Daerah M e g Daerah Sckretariat Setda
Provinsi Bali. PO Provinsi Bali. | Dacrah
- Provinsi Bali.

1]Menyiapkan laporan pengesahan SPJ

pengeluaran untuk di mohonkan tanda CD : . 4

tangan Kuasa Pengguna Anggaran. Dolumen 00 mesut Dokumen
2|Menyerahkan Laporan Pengesahan SPJ o

; L : Disposisi

ke Kabag dan Kepala Biro. 4 Dokumen 30 menit

Dokumen

3|Mencatat SPJ pengeluaran yang telah

disahkan oleh Kuasa Pengguna 3 Dokamen g Dokumen

Anggaran kedalam Register ¥ ERmiar: 60 menit Gabuogin Surat Pengesahan dan SPJ

Pengesahan SPJ.
41Setelah seluruh SPJ di catat dan di Laporan Pengesahan dan

register, SPJ di setorkan ke Verifikasi ( ) Dokumen 60 meuit Tanda Terima  |SPJ disctor ke Verifikasi

Keuangan Setda prov. Bali Gabungan Dokumen Keuangan Setda Prov.

Bali

Keterangan :

= Proses

dill

= Pengambilan Keputusan

= Kegiatan Mulai dan Berakhir

Kepala Biro Hukum,

NIP. 19691010 1997031 012




LAMPIRAN XL

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI SPJ

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI SPJ

Nomor SOP :] 6854/B.HK/2022
Tanggal Pembuatar}:] 4 Juni 2018
Tanggal Revisi :] 6 Oktober 2022
Tan, Efektif :] 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BACE AN TATA URAMA HIRD Judul SOP : :g.‘ljnda_r Operapional Prosedur Verifikasi

DASAR HUKUM

e e

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor
Pemeriksaan Pengelola
Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8,
Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Nomor 800/ 134/B.UMPRO Tentang Penunjukan Pegawai
Negeri Sipil Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran
2022.

dan

Pertanggung Jawab

15 Tahun 2004 tentang|

1. Paham Tentang Mekanisme Verifikasi SPJ.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

2 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

b

Anggaran Kas

Kontrol Pencairan Keuangan
Alat Tulis Kantor

Buku Verifikasi SPJ
Seperangkat Komputer/Laptop
Printer

Meja

Kuris

Voo w

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SPJ tidak lengkap maka uang tidak bisa di
keluarkan oleh bendahara pembantu pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Foto Copy SPJ disimpan sebagai Arsip.




SOP VERIFIKASI SPJ

Mutu Baku
Bendahara
Verifikator Pengeluaran
. . Biro Hukum | Pembantu Biro
N Kegiatan Keterangan
9 Uraian Kegs PPTK Sekretariat Hukum Mutu Baku | Waktu Kiluarsn 7
Daerah Sekretariat
Provinsi Bali. Daerah
Provinsi Bali.
1|Masing-masing PPTK Menyetorkan
SPInya ke Verifikasi. ' ’—l SPJ 10 Menit  |SPJ
s
2| Verifikator mencatat SPJ yang
Disctorkan. SPJ 30 menit  |SPJ
3|Meneliti/memeriksa kebenaran dan
kelengkapan atas ~TIDAK| SPJ 60 menit  |SPJ
Penerima/Pengeluaran. A
41Jika SPJ yang di setor oleh PPTK
masing-masing kegiatan sudah benar, £
lengkap dan sah maka SPJ akan SPJ 30 menit  |SPJ
diterima oleh verifkator.
5]SPJ di serahkan kepada bendahara - J
untuk di register. SPJ 30 menit  |SPJ
6|Setelah di register SPJ dikembalikan ke 1
Verifikator. ( ) SPJ 30 menit  |SPJ

Keterangan :

@ = Kegiatan Mulai dan Berakhir

= Proses

O = Pengambilan Keputusan

Kepala Biro Hukum,

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012




LAMPIRAN XLI

KEPUTUSAN KEPALA  BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854/ B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BARANG/JASA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BARANG/JASA

[Nomor SOP : | 6854/B.HK /2022
[ Tanggal Pembuatan |- | 13 Mei 2020
T Revisi : | 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif
. Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
{ NIP. 19694010 199703 1 012
SUE BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP :'|Standar Operasjonal Prosedur Barang/Jasa
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Pelayanan Publik:

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 ten
Administrasi Pemerintahan;

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan|
Barang dan Jasa Pemerintah;

5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan|
Barang/Jasa Pemerintah;

6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Peraturan Swakelola;

7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia;

8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman PBJ yang dikecualikan|
Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahl
Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan|
Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat;

10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

12 Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tcn::j 1 Mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa
2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3 Surat Perjanijian Keria
4 Bendahara Pengeluaran Pembantu di Biro Hukum Setda 4 Pricelist
Provinsi Bali
5 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
6 Peijabat Pengadaan Barang dan Jasa
7 Pengurus Barang Pembantu
8 Rekanan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila barang/jasa tidak sesaui dengan SPK maka barang/jasa dapat Kelengkapan Perjanjian kerja di simpan sebagai arsip
dikembalikan ke rekanan kembali




Standar Operasional Prosedur Barang/Jasa

Pelaksana Mutu Baku
No | Uraian Kegiatan Ket.
PA/KPA Pejabat PjPHP/ Kepala Pokja Penyedia Persyaratan Waktu Output
Penanda PPHP UKPBJ Pemilihan [Perlengkapan
tangan (hari
Kontrak kerja)
1 | Menyampaikan kepada pemilihan 1. BA Hasll Evaluasi 1 Laporan Hasil Pejabat Penanda tanganan
penyedia kepada PA/KPA/PPK [—_j 2. BA Hasil Tender Pemilihan Kontrak adalah :
(pejabat penandatangan kontrak) 3. BA Hasil Penetapan Penyedia -PA
-KPA apabila memperoleh
2 | Menerima tembusan Hasil LCaporan Hasil i Penyampaian pendelegasian kewenangan
Pemilihan Penyedia untuk e Pemilihan Pﬂﬂyedla Hasil Pemilihan menandatangam kontrak dari
diteruskan ke PA/KPA PA atau PPK apabila
memperoleh tugas
3 Melaksanakan Reviu terhadap 1. Rancangan KoMrak Kepuluspn pelimpahan kewenangan
hasil pemilihan penyedia : 2. LaporanHasil Persetujuan atau menandatangani kontrak dari
a. Jika disetujui mpka dilanjutkan (b) Pemilihan Penyedia 3 Penolakan PA/KPA
dengan penerbitan SPPBJ (@ — Terhadap Hasil - Kepala UKPBJ
b. Jika tidak d::etUJUL %5 Pemilihan Penyedia| o ampaikan seluruh data
Te:'ly:amg:kj: i g i dan informasi hasil kegiatan
4 | Melaksanakan Pembahasan 1. Keputusan Resepakatan atau | —KPBJ kepada unit kerja
bersama dengan PPK terkait Penolakan Hasil tindak lanjut pengelolaan layana ,
perselisihan hasil pemilihan : Pemilihan Penyedia 6 perselisihan Hasi | Pengadaan secara elektronik
a. Jika tercapai kesepakatan maka Pemilihan ke untuk didokumentasikan dan
proses dilanjutkan penerbitan (b) 2. Bukti Dukung PATKPA dikelola.
SPPBJ
b. Jika tidak tercapai kesepakatan
maka keputusan diserahkan \
kepada PA/KPA
5 Memberikan Keputusan terkait 1. Laporan Hasil Keputusan 5a.kembali ke proses tender,
perselisihan hasil pemilihan : Pemilihan Penyedia PA/KPA untuk evaluasi/ penawaran ulang
a.Jika menolak hasil pemilihan (a) 2. Keputusan PPK Maksimal | menyetujui atau sesuai dengan perlem
penyedia maka pokja terkait Penolakan menolak Hasil 9/2018
melaksanakan evaluasi Hasil Pemilihan 6 Pemilihan
ulang/penawaran ulang/tender R Penyedia Penyedia
ulang
b.Jika menerima hasil pemilihan
penyedia maka PA/KPA (b)
memerintahkan pejabat (a)
penandatanganan Kontrak
menerbitkan SPPBJ % 6 Ej




6 | Melaksanakan penerbitan SPPBJ Laporan Hasil Rancangan
dan Persiapan Kontrak Pemilihan Kontrak Final
2. Rancangan Kontrak Maksimal
b 254 5
7 Melakukan pengecekan DPA/DIPA 2 Ketersediaan
DPA/DIPA : Anggaran
a. Jika anggaran tersedia maka
lanjut ke proses
penandatanganan kontrak | [
b. Jika tidak tersedia lapor ke
PA/KPA (b)
— 8 | Menerima laporan Pejabat 1. Laporan ketidak 1 Tender/Seleksi
Penandatanganan Kontrak perihal (a) ketersediaan dibatalkan
ketidak tersediaan anggaran anggaran di
DPA/DIPA dan membatalkan DPA/DIPA
terder/seleksi 2. DPA/DIPA
9 . Rancangan Kontrak Dokumen Kontrak
Melaksanakan Penandatanganan 2. Jaminan pelaksnaan ) ditandatangani
Kontrak dengan Penyedia s (F!‘:k: aciia) S Malﬂmal
I I < . Rekening a
10 | Melaksanakan : Dokumen Kontrak Maksimal | SPMK/SPP « Mak 14 hari kerja setelah
1. Penerbitan Surat Perintah 14 tgl kontrak/sejak
Mulai Kerja (SPMK) untuk penyerahan lokasi
pengadaan Kontruksi, pekerjaan (kontruksi)
Konsultan dan Jasa Liannya
2. Penerbitan Surat Perintah
Pengiriman (SPP) untuk
pengadaan barang
1 Melaksanakan kontrak dan 1. Dokumen Kontrak Laporan Hasil
menyelesaikan pekerjaan barang 2. SPMK/SPP Pelaksanaan
dan mengajukan kepada PPK 2 kontrak
untuk Serah Terima Hasil Pengajuan
Pekerjaan Serah Terima




12 Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Laporan hasil barang Laporan hasil
Pekerjaan /Pengiriman Barang pekerjaan oleh pemeriksaan Hasil
dituangkan ke dalam Berita Acara penyedia Pekerjaan/ Barang
Hasil Pemeriksaan : Dokumen Perjanjian
a. Jika sudah sesuai maka akan Kontrak

dilakukan penandatangan Berita Pengajuan Serah
Acara Serah Terima Barang (b) Terima barang
Hasil Pekerjaan = pekerjaan
b. Jika tidak sesuai dengan Hasil
Pekerjaan maka penyedia
diharuskan memperbaiki
pekerjaan barang untuk (a
disesuaikan dengan kontrak )
yang telah disepakati
13 | Menandatangani Berita Acara Laporan hasil Berita Acara
Serah Terima (BAST) & pekerjaan barang Serah Terima
oleh penyedia
Pengajuan Serah
Terima

14 * Berita Acara Serah Serah Terima
Mengajukan Serah Terima Terima Serah Terima Barang
Barang/Jasa ke PA/KPA tersampaikan ke

PA/KPA

15 Laporan Hasil Serah Terima
Memerintahkan PjPHP/PPHP Pekerjaan Barang Barang
untuk melaksanakan pemeriksaan L—l Dokumen Kontrak tersampaikan ke
administrasi | | PiPHP/PPHP

16 Melaksanakan Pemeriksaan 1. SP Pemeriksaan Hasil

»delniw'asl oleh PjPHP/PPHP : Administrasi pemeriksaan
a.Jika ditemukan ketidak sesuaian BAST Administrasi
PjPHP/PPHP melalui PA/KPA Laporan Hasil
meminta pejabat Pekerjaan/
penandatanganan Kontrak untuk Pengiriman Barang
memperbaiki,
b.Jika serah terima barang hasil Jhis
pekerjaan sudah sesuai dengan (@)

ketentuan administrasi maka akan
dilakukan penandatanganan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan
Administrasi




17 | Meminta Pejabat | | . SP Pemeriksaan Surat Perintah
Penandatanganan Kontrak untuk Administrasi PA/KPA untuk
memperbaiki administrasi serah BAST perbaiakn
terima barang hasil pekerjaan Laporan Hasil administrasi

Pekerjaan/
Pengiriman Barang

18 Memperbaiki administrasi serah BAST Perbaikan

terima barang hasil pekerjaan Laporan Hasil administrasi serah
Pekerjaan/ terima barang
Pengiriman Barang kepada PA/KPA
SP PA/KPA untuk
perbaikan
administrasi

19 Menandatangani Berita Acara Perbaikan administrasi Berita Acara Hasil
Hasil Pemeriksaan Administrasi L serah terima barang Pemeriksaan

> kepada PA/KPA Administrasi

20 Perbaikan administrasi Berita Acara Hasil
selesai y serah terima barang Pemeriksaan

| | kepada PA/KPA Administrasi
Kepala Biro Hukum,

Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 1

91010199703 1 012




LAMPIRAN XLII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6754 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN LAPORAN ABSENSI PEGAWAI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN LAPORAN ABSENSI PEGAWAI

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
u ATEN/KOT.

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

|Nomor SOP 6754/B.HK/2022
Tanggal Pembuatan 11 Juli 2018
Tan, Revisi 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh
NIP.19691010 199703 1 012
Nama SOP Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan

laporan absensi pegawai

DASAR HUKUM

KUALIFIEASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 5);

2

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 33);

Permen PANRB RI 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

1 Mampu mengolah data pegawai

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGEAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Data pegawai
2 Form Absensi Pegawai

3 Komputer dan kelengkapanya

[PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila absensi tidak dibuat dengan benar akan
berdampak pada disiplin pegawai

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOW CHART LAPORAN ABSENSI PEGAWALI

No Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kepala Biro Kabag Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Keluaran
1 Menugaskan Kabag B Disposisi 30 menit | Disposisi Disposisi Kepala
membuat laporan absensi Biro
2 Menugaskan Kasubag Tata 3 Disposisi 30 menit | Disposisi Disposisi Kabag
Usaha Biro membuat
laporan absensi
3 Menugaskan staf membuat Disposisi 1 hari Disposisi
laporan absensi
4 Staf mengkomulir absen Absen harian 1 hari Rekapitulasi
seluruh ruangan - dan bulanan absensi
5 Staf mengetik konsep > Rekapitulasi 1 hari Konsep Laporan
laporan absensi pegawai s Absensi Absensi Pegawai
6 Menyerahkan konsep - Konsep Laporan | 5 menit Konsep Laporan
laporan absensi Absensi Pegawai Absensi Pegawai
7 Kasubag Tata Usaha Biro Konsep Laporan | 30 menit | Konsep Laporan
mengkoreksi konsep Absensi Pegawai Absensi Pegawai
laporan /
8 Kabag mengkoreksi dan v Konsep Laporan | 30 menit | Konsep Laporan
memparaf laporan absensi Absensi Pegawai Absensi Pegawai
lanjut menyerahkan kepada \/
atasan
9 Atasan mengkoreksi dan : Konsep Laporan | 20 menit | Konsep Laporan | Konsep laporan
menandatangani laporan Absensi Pegawai Absensi Pegawai | absensi dapat
absensi diparaf
10 | Setelah ditandatangani staf Laporan Absensi | 30 menit | Laporan dan arsip

mengirim laporan ke BKD

Pegawai




Dasar Hukum

IDENTIFIKASI SOP ADMINITRASI PEMERITAH
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pegawai Negeri Sipil

Instansi : Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Unit Kerja Eselon II : Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Unit Kerja Eselon 111 : Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
Unit Kerja Eselon IV : Subag Tata Usaha Biro
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
1 2 3 + 5 6 i
A Membuat laporan Laporan absensi Rekap kehadiran Absensi pegawai laporan Laporan absensi
absensi pegawai pegawai yang benar pegawai pegawai
dan akurat




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVASI

A. DATA KEGIATAN

1 Judul SOP Laporan Absensi Pegawai
2 Jenis Kegiatan Rutin
3 Penanggung jawab .
a.Penanggung Jawab Produk : Kepala Biro
b.Penanggung Jawab Kegiatan : Kabag
Scope/Ruang Lingkup : Biro Hukum Setda Provinsi Bali
B.IDENTIFIKASI KEGIATA
Judul Kegiatan : Laporan Absensi Pegawai
Langkah awal Kepala Biro Hukum Provinsi Bali menugaskan Kabag membuat laporan absensi pegawai
Langkah Utama Kepala Subag Tata Usaha Biro membuat laporan absensi
Langkah Akhir Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali menandatangani laporan absensi pegawali
C.IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Awal : 1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali menugaskan Kabag membuat laporan absensi pegawai
2 Kabag menugaskan Kasubag Tata Usaha Biro membuat laporan absensi pegawai
Langkah Utama 3.Kepala Subag Tata Usaha Biro membuat laporan absensi
4. Staf mengkompulir absen pegawai
5.Staf mengetik konsep laporan absensi pegawai
6.Menyerahkan konsep laporan absensi pegawai kepada Kasubag Tata Usaha Biro
7 Kasubag Tata Usaha Biro mengkoreksi dan memberi paraf konsep laporan
8.Kabag mengkoreksi dan memberi paraf laporan lanjut menyerahkan kepada Kepala Biro
Langkah Utama 9 Kepala Biro mengkoreksi dan menandatangani laporan absensi pegawai
Langkah Akhir 10.Staf mengirim laporan absensi pegawai yang telah ditandatangani ke BKD Provinsi Bali

Kepak Biro Hukum

Ida Babus Gede Sud.a?sana
NIP.19691010 199703 1 012




LAMPIRAN XLITI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Undang-undang No. 8 Tahun 1974,
PP No. 26 Tahun 2001;

PP No. 11 Tahun 2003

PP No 7 Tahun 1977 jo PP No 30 Tahun 2015 tentang]
Gaji Pokok PNS;

Keppres No. 29 Tahun 1984 ayat 1 pasal 53;

Permen PANRB Rl 35 Tahun 2012 tentang Pedoman)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah|

Nomor SOP 6854 /B.HK /2022
T;_-nga]}’embuatan 11 Juli 2018
i Revisi 6 Oktober 2022
i Efektif 6 Oktober 2022
it Ol Kepala Biro Hukum
—
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 1da i GolA S flaraaia
BAGIAN FASILITASI PERATURAN NTP.l%‘lmO 199703 1 012
Pmmuu-muﬂn_.! KABUPATEl /RKOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP :|Kenaikan Gaji Berkala
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok] 1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
Kepegawaian,
2 UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan|2 Memahami Materi Kegiatan

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 51:

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 ten
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur]
Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kepala Sub Bagian di Bire Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 FC. SKP

1 FC. SK Pangkat Terakhir
2 FC. Kenaikan Gaji Berkala Terakhir

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila persyaratan tidak terpenuhi berdampak pada
tertundanya usul kenaikan gaji berkala

Disimpan sebagai arsip




Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pen ; Ket
gelola | Kasubag : Biro
Output
kepeg TU Biro Sekda Kabag Kepala Biro Keuangan Kelengkapan waktu utpu
Petugas Kepegawaian membuat Daftar Ll
1 i i e : > < 2. KP terakhir 10 Menit | Konsep KGB
Nominative dan menilai masa kerja pegawai. 3. KGB Terakhir
Petugas Kepegawaian membuat daftar
usulan KGB paling lambat 3 (tiga) bulan L \ T/ '
> 1. SKP
2 | sebelum masa perlakuan, kemudian 2. KP terakhir 1 Hari KGB TTD
diteruskan kepada Kepala Biro melalui Kabag y ¥ : 3. KGB Terakhir
untuk disetujui.
KGB diteruskan ke Sekretaris Daerah melalui 3
’ Kepala Biro untuk ditanda tangani KGR A penet all
Usulan KGB tersebut diteruskan ke Biro
4 | Keuangan Setda Provinsi Bali untuk v KGB 30 Menit KGB

dimintakan gaji yang bersangkutan.

Kepala Biro Hukum

Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP.19691010 199703 1012




LAMPIRAN XLIV

KEPUTUSAN KEPALA  BIRO

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IJIN

BELAJAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IJIN BELAJAR

Nomor SOP -[6854/B.HK/2022
T al Pembuatan 11 Juli 2018
T Revisi .| 6 Oktober 2022
TanEal Efektif -| 6 Oktober 2022
Kepalg Biro Hukum,
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI|yicabican Oleh [
BAGIAN FASILITASI PERATURAN 3 il S | PO
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA NIP.19691010 199703 1 012
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP :|tjin Belajar

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Permen PANRB RI 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Surat Edaran Menpan & RB No. 4 tahun 2013 tentang
Pemberian Tugas Belajar dan ljin Belajar;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 33).

2

3

1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGEAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kepala Subag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

5 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali

Permohonan YBS kepada Kepala Biro
Rekomendasi dari Kepala Bagian

SK Pangkat Terakhir

SK Jabatan (kalau menjabat)

Karpeg

SKP

Surat Akreditasi Kampus Minimal B
Surat keterangan mahasiswa

OO hWN =

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabia syarat pengajuan tidak dipenuhi maka ijin belajar
tidak akan keluar

Disimpan sebagai arsip




Standar Operasional Prosedur Ijin Belajar

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pen Ket
gelola | Kasubag Kepala Kepala
BK tput
kepeg | TUBiro | Bagian Biro » Kelengrapen o i
Petugas Kepegawaian mendata file pegawai yang Daftar Pegawai
1 memenuhi persyaratan (___) . Dokumen Kelengkapan | 10 Menit ya:srr:;zr:::;\:hl
|
Petugas menyusun dan memproses berkas Y . Dokumen Kelengkapan Pengantar ljin
2 i ) - : < k i i ;
pegawai yang memenuhi persyaratan ljin Belajar aaef::;:::ia;arls:::agtan A eets Belajar
Meminta Persetujuan atasan untuk pengantar ljin 0 i Dokumen Kelengkapan Pengantar jin
3 , > 1 . = : [ :
Belajar Y —Y> . Pengantar ljin Belajar S0 Belajar TTD
4 | Pengiriman Berkas ke BKD < . g:::a’::‘::r'(e'e"gkapa" 30 Menit Tapr::.ag :::::‘a
g | Verivikasi dan Penanganan BKD/BKN > * ?g:::r:::rKelengkapan 1-3bulan | SKljin Belajar
Pengambilan dan Pendistribusian SK Kenaikan - =
6 D & . Tanda Terima 30 Menit Tanda Terima SK

Pangkat

Pengantar

ljin Belajar

Igepata Biro Hukum,

‘' ida Bdgus Gede Sudarsana

‘NIP.19691010 199703 1 012




LAMPIRAN XLV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KARTU ISTERI/SUAMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KARTU ISTERI/SUAMI

Nomor SOP : | 6854/B. HK/2022
Tanggal Pembuatan : |11 Juli 2018

Ti Revisi : | 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif : | 6 Oktober 2022

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI |Disahkan Oleh

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN /KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP

Kartu Isteri } Suami

DASAR HUKUM i KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentangl 1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
Pokok-Pokok Kepegawaian;
2 Peraturan pemerintah No 45 tahun 1990 Tentang| 2 Memahami Materi Kegiatan
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10|
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS;

3 Permen PANRB RI 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

4 Surat Edaran Kepala BKN No. 08/SE/1983 tanggal 26
Maret 1983 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan,
Pengunaan Kartu Istri / Kartu Suami PNS;

5 Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi kepegawaian
Negara Nomor 06666 / KEP 1974 tentang Kartu Pegawai
Negeri Sipil;

6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)|
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran|
Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang|
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGHRAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 FC. SK CPNS & PNS (disahkan)
2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 FC. Akta Perkawinan (Disahkan di dukcapil)
3 Kepala Subag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3 FC. Konversi NIP (disahkan)
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 4 Pas Foto 2x3 *Suami/lstri (3 lembar hitam putih}
5 Blangko Laporan Perkawinan
a Isteri/Suami* Pertama sesuai form
b. Isteri/Suami* kedua sesuai form dan + Akta Kematian/cerai [steri/Suami pertama
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila syarat pengajuan tidak dilengkapi maka akan Disimpan sebagai arsip

menghambat keluarnya Kartu Isteri/Suami




Standar Operasional Prosedur Kartu Suami dan Istri

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengelola | Kasubag Kepala , Ket
. Kepala Biro BKD Kelengkapan waktu Output
kepeg TU Bagian
Kartu Suami dan Kartu Isteri (Karis/Karsu)
Daftar
1 Petugas Kepegawaian mendata file ( ) 1. Dkt 10 Menit Pegawai yang
pegawai yang memenuhi persyaratan y memenuhi
persyaratan
Petugas menyusun dan memproses N 1. Dokumen Kelengkapan Benisitar
2 berkas pegawai yang memenuhi < 2. Daftar Pegawai yang 10 Menit KariSKarsu
persyaratan Karis/Karsu memenuhi persyaratan
T P T Pengantar
3 Meminta Persetujuan atasan untuk / 1. Dokumen Kelengkapan 30 Manit Karif/l(arsu
pengantar Karis/Karsu ; Y _Y> 2. Pengantar ljin Belajar n
o 1. Dokumen Kelengkapan | Tanda Terima
4 Pengiriman Berkas ke BKD i % Barkiniar 30 Menit Peikiites
. Pe
1. Dokumen Kelengkapan
5 Verivikasi dan Penanganan BKD 2. Pengantar e 1-2 bulan | SK ljin Belajar
. Pe
Pengambilan dan Pendistribusian ) .| Tanda Terima
6 o 1. Tanda Terima Pengantar 30 Menit

Karis/Karsu

Karis/Karsu

Kepala Biro Hukum,

J N\

 Bagus Gede Sudarsana
NIP;19691010 199703 1012




LAMPIRAN XLVI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KARTU
PEGAWAI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KARTU PEGAWAI

Nomor SOP :] 6854/B.HK/2022
Tanggal Pembuatan | -] 11 Juli 2018
TanEEal Revisi :| 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif :| 6 Oktober 2022

Kepgla Biro Hukum

Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP :|Kartu Pegawai
| E— ———————————————————
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang]
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil;

3 Permen PANRB RI 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

4 Keputusan Ka. BAKN Nomor. 01/ KEP / 1994 Tanggal
07 Januari 1994;

5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5i:

6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 33).

1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan

2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGEKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kepala Subag di Bire Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 FC SK CPNS (legalisir]

2 FC SK PNS (legalisir)

3 FC STTPL Prajabatan (legalisir)

4 Pas Foto 2x3 hitam putih 4 lembar (di blakang tulis nama dan NIP)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila syarat pengajuan kartu pegawai tidak dipenuhi
maka kartu pegawai tidak akan dibuatkan

Disimpan sebagai arsip




Standar Operasional Prosedur Kartu Pegawai

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pen Ket
gelola | Kasubag Kepala Kepala
kepeg TU Bagian SR BKD Kelengkapan waktu Output
Kartu Pegawai (Karpeg)
Petugas Kepegawaian mendata file pegawai yang telah 1. Bk Daftar Pegawai
1 = ] 10 Menit | yang memenuhi
menjadi PNS Kelengkapan
persyaratan
1. Dokumen
Petugas menyusun dan memproses berkas pegawai yang < 2 g;ealf::rgkapan Pengantar
4 memenuhi persyaratan Pegawai yan AN Karpeg
g
memenuhi
persyaratan
T i T 1. Dokumen
3 | Meminta Persetujuan atasan untuk pengantar Karpeg > . Kelengkapan | 5 00 i Pengantar
2. Pengantar ljin Karpeg TTD
Y Y Y Belajar
1. Dokumen 3
4 | Pengiriman Berkas ke BKD i Kelengkapan 30 Menit TandaTerina
Pengantar
2. Pengantar
e 1. Dokumen
5 | Verivikasi dan Penanganan BKD > Kelengkapan 1-2 bulan Karpeg
2. Pengantar
6 | Pengambilan dan Pendistribusian Karpeg D < 1. Tanda Terima 30 Menit Tanda Terima
Pengantar Karpeg

Kepala Biro Hukum

NIP.19691010 199703 1012




LAMPIRAN XLVII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN PANGKAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT

Nomor SOP 6854 /B.HK /2022
Tanggal Pembuatan 11 Juli 2018
Tanggal Revisi 6 Oktober 2022
 Tanggal Efektif 6 Oktober 2022
Biro Hukum
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN NIP.196%1010 199703 1 012
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Kenaikan Pangkat
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo. 1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok|
Pokok Kepegawaian;
2 PP Nomor 11 Tahun 2002 Jo. PP Nomor 98 2 Memahami Materi Kegiatan
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3 PP Nomor 12 Tahun 2002 Jo. PP Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4 Permen PANRB RI 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali]
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir|
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 5);
6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang]
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta]
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang]
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33).
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGEAPAN "
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Foto kopi SK Calon dan 100% (Kenaikan pangkat I)
2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Foto kopi SK terakhir
3 Kepala Subag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3 Foto kopi SK KGB terakhir
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 4 Foto kopi ljazah
5 Foto kopi Karpeg
6 Foto kopi ljazah yang akan disesuaikan. (dilegalisir oleh sekolah
7 Foto kopi DP3 dua tahun terakhir
8 PAK Awal - Kenaikan Pangkat
9 SK JAFUNG
10 SK Penyesuaian JAFUNG
PERINGATARN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila syarat untuk kenaikan pangkat tidak dipenuhi dapat |Disimpan sebagai arsip
menghambat pada proses pengajuan




Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pen Ket
gelola | Kasubag Kepala Kepala
D ka waktu Output
kepeg TU Bagian Biro s Kelengkapan 4 P
Petugas Kepegawaian mendata file pegawai yang memenuhi T - Daftar Pegawai
. ersyaratan ( ) : Kelengkapan e s Mg
ol g Pangkat
Petugas menyusun dan memproses berkas pegawai yang - 1. Dokumen
B i Pengantar
& akan naik pangkat 5 I;:Le;agnlcta;:an e e
Meminta Persetujuan atasan untuk pengantar Kenaikan T <> T : : <> 1. Dokumen
3 5 Fe Kelengkapan 30 Menit | Pengantar TTD
P Y J 2. Pengantar
1. Dokumen d .
4 | Pengiriman Berkas ke BKD - Kelengkapan 30 Menit TaPn a Terima
ngant
2. Pengantar b
1. Dokumen SK Kenaik
g | Verivikasi dan Penanganan BKD o Kelengkapan | 3-6 bulan . e"i'a:"
2. Pengantar i
d . Tanda Terima SK
6 | Pengambilan dan Pendistribusian SK Kenaikan Pangkat (:) 1. Tanda Terima | 50 400 o Kenaikan
= Pengantar Pangkat

Kepala Biro Hukum,

| ida

—

gus Gede Sudarsana

NIP.19691010 199703 1 012




LAMPIRAN XLVIII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854/ B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATYA LENCANA KARYA SATYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATYA LENCANA KARYA SATYA

Nomor SOP :| 6854/B.HK/2022

BAGIAN FASILITASI PERATURAN

IN G [(EN

Tanggal Pembuatany :
Tanggal Revisi
_'linﬂgal Efektif

11 Juli 2018
:| 6 Oktober 2022
:| 6 Oktober 2022

Biro Hukum

Disahkan Oleh

NIP.196p1010 199703 1 012

NDANGAN KABU| LN/ H
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP :|Satya Lencana Karya Satya

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang]
Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009}
Tentang gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
Permen PANRB RI 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)|
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana)
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor
32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata|
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

aal

2

1 Memahami Penyusunan Laporan

2 Memahami Materi Kegiatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kepala Subag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

FC. SK CPNS (disahkan)

FC. SK Kenaikan Pangkat Terakhir (disahkan)

FC. SK Jabatan Struktural (disahkan) bagi yang
Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi Hukuman
FC. Konversi NIP (disahkan)

FC Satya Lencana sebelumnya

Daftar Riwayat hidup

NOUA WK -

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila syarat pengajuan satya lencana karya satya tidak
dipenuhi maka usulan tidak akan di proses

Disimpan untuk arsip




Standar Operasional Prosedur Satya Lencana Karya Satya

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengelola | Kasubag | Kepala Kepala Ket
BK K
kepeg TU Bagian Biro D elengkapan waktu Output
Petugas Kepegawaian mendata file pegawai yang Daftar Pegawai
. Dokumen : :
1 : 10 Menit | yang memenubhi
memenuhi persyaratan Kelengkapan
persyaratan
. Dokumen
i Kelengkapan
Petugas menyusun dan memproses berkas pegawai yang 3 Daftarg P
2 A < ' : 15 Menit | Pengantar SKLS
memenuhi persyaratan Satya Lencana Pegawai yang
memenuhi
persyaratan
Mengajukan kelengkapan dokumen dan disahkan serta T F
. Dokumen
3 | meminta persetujuan atasan untuk pengantar Satya iy <> Kelengkapan 30 Menit Penga}rllt-gr SKLS
Lencana Y Y
. Dokumen Tand y
4 | Pengiriman Berkas ke BKD < Kelengkapan 30 Menit anda Terima
Pengantar
. Pengantar
. Dokumen 6 bul
g | Verivikasi dan Penanganan BKD > Kelengkapan Wan= I exis dan:Pin
1 tahun
. Pengantar
6 | Pengambilan dan Pendistribusian Satya Lencana . - Tanda Terima | ., . | TandaTerima
Pengantar SKLS dan Pin

Kepala Biro Hukum,

S—

us Gede Sudarsana
691010199703 1012

NIP.




LAMPIRAN XLIX

KEPUTUSAN KEPALA BIRO
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854 /B.HK /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SK PENSIUN

HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SK PENSIUN

Tan, Pembuatan 11 Juli 2018
'an isi :] 6 Oktober 2022
(Tanggal Bfektif 6 Oktober 2022

;] 6854 /B.HK/ 2022

DASAR HUKUM

Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
EABUPATEN/HOTA ____
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP :ISK
KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014
tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Dan Janda/Dudanya;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2014)
Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas|
Usia Pensiun Baei Peiabat Funesional:
Surat kepala BKN Nomor: K.26-30/v.105-3/99 tertanggal 15
September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian pegawai Negeri
sipil (PNS);

Permen PANRB RI 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daecrah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan|
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomeor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

2

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tal
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur]
Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 33).

Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan

Memahami Materi Kegiatan

KETEREKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Kepala Subag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

W N -

O ENOUD WK -

<

—
-

—
W N

14

DPCP

SKPPS

FC SK CPNS (disahkan)

FC SK PNS (disahkan)

FC SK Pangkat Terakhir {disahkan)

FC Berkala Terakhir [disahkan)

FC 8K Pengangkatan dalam jabatan (disahkan)
FC Karpeg (disahkan)

FC Taspen (disahkan)

FC Konversi NIP (disahkan)

FC Karis/Karsu* (disahkan}

FC Akta Nikah (disahkan di capil bersangkutan)
FC Akta Kelahiran anak yang ditanggnng (disahkan di capil bersangkul
Surat Keterangan tidak dijatuhi hukuman disiplin
FC SKP 2 tahun terakhir

Pas Foto 3x4 (6 lembar)

Pas Foto Isteri/Suami3x4 (2 lembar)

FC NPWP

FC Rekening Bank

FC KTP

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila syarat untuk pengajuan pensiun tidak dipenuhi/kurang maka
akan menghambat proses pengajuan pensiun

Disimpan untuk arsip




Standar Operasional Prosedur SK Pensiun

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengelola | Kasubag Kepala Kepala Ket
BKD lengka
kepeg TU Bagian Biro K Kelengkapan waktu Output
SK Pensiun
Petugas Kepegawaian mendata file pegawai yang 5. Dalanriiy Daftar Pegawai
1 : ‘ ' ’ 10 Menit | yang memenuhi
memenuhi persyaratan Kelengkapan Gersyaratan
1. Dokumen
Kelengkapan
Petugas menyusun dan memproses berkas pegawai yang < 5 Daftar Pengafitar Usu)
' y 15 Menit “
4 memenuhi persyaratan Usul Pensiun Pegawai yang Pensiun
memenuhi
persyaratan
) T T i 1. Dokumen
Meminta Persetujuan atasan untuk pengantar Usul Kelengkapan Pengantar Usul
® Pensiun 2. Pengantar SO Pensiun TTD
Y Y Usul Pensiun
¥« Benlimen Tanda Terima
4 | Pengiriman Berkas ke BKD < Kelengkapan 30 Menit e
2. Pengantar g
1. Dokumen
5 | Verivikasi dan Penanganan BKD / Pusat > Kelengkapan 1-2 bulan SK Pensiun
2. Pengantar
6 | Pengambilan dan Pendistribusian Usul Pensiun D; 1 landa 1;9“’“3 30 Menit T::d: Terima
engantar ensiun

Kepala .Biro,Hu,kum,

\\

74>

N1P.19691010 199703 1012



LAMPIRAN L

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
KEGIATAN SURAT KELUAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN SURAT KELUAR

Nomor SOP 6854/B.HK /2022
Tanggal Pembuatan 11 Januari 2018
T Revisi 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif 6 Oktober 2022
K¢pala Biro Hukum,
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI \
BAGIAN FASILITASI PERATURAN |
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP Pelaksanaan Kegiatan Surat keluar
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang] 1 Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan
Keuangan Negara;
2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang] 2 Memahami Materi Kegiatan

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan
Negara;

Undang-Undang  Nomor
Pemerintahan Daerah:

23 Tahun 2014

Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
tentang susunan Organisasi Tata Kerja pertahanan Sipil di
Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam  Negeri
Nomor 85 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan dan
Bentuk Tata Naskah Dinas Depertemen Dalam Negeri;

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8] sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketig;
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 ten
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lem
Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5i:

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 ten
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Se
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Perat
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan A
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Ten
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sert
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

tentang|

Keputusan presiden RI Nomor 26 Tahun 1974 tentangﬁ

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Nomor 33).
KETERKAITAN |PERALATAN PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Surat - surat
2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Dokumen
3 Kepala Subag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3 Komputer
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 4 Internet

5 Buku Jaga

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila syarat untuk pengajuan pensiun tidak dipenuhi/kurang
maka akan menghambat proses pengajuan pensiun

Disimpan untuk arsip




Prosedur Penanganan Surat Keluar

Pelaksana Mutu Baku
2 Kasubag
s Hog— Staf Tata Usaha Kabag Kepala Biro Sekda Gubernur Kelengkapan Waktu OQutput Faturangse
Biro
1 |Konsep Surat Surat 30 menit |Blanko
(: permohonan
2 |Meminta persetujuan atasan i : Surat 30 menit [Sda
3 [Melanjutkan permintaan nomor surat C) Surat 5 menit |Sda
I

Mengajukan Dokumen yang telah diberikan Nomor [ Surat 15 menit |Sda

4 o RN o NN | S
\
1 Surat 5 menit |Sda

5 |Dokumen ditandatangani secara elektronik [__:l

Kirim ke tujuan Surat 5 menit |Sda
A AE

Cek surat apakah sampai ' Surat 10 menit |Sda
7 D,

Status Surat Surat 5 menit |Sda
8 WD),

Arsip tersimpan di e-office Surat 5 menit |e-office
9 S,

Kepala Biro Hukum,




LAMPIRAN LI

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PELAKSANAAN

KEGIATAN SURAT MASUK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN SURAT MASUK

Nomor SOP 6854 /B.HK /2022
TanEEal Pembuatan 11 Januari 2018
Tanggal Revisi 6 Oktober 2022
Tanﬂgal Efektif 6 Oktober 2022
Kepala Biro Hukum,
- Disahkan Oleh Al
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI s Gede Sudarsana
BAGIAN FASILITASI PERATURAN NIP.19491010 199703 1 012
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA x
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP Pelaksanaan .Kegiatan Surat Masuk
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1979 tentang]
kearsipan;

2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang]
Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali;

3 Permen PANRB RI 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

5 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGEKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kepala Subag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Surat - surat
2 Dokumen

3 Komputer

4 Internet
5 Buku Jaga

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila syarat untuk pengajuan pensiun tidak
dipenuhi/kurang maka akan menghambat proses
pengajuan pensiun

Disimpan untuk arsip




Prosedur Penanganan Surat Masuk

Pelaksana Mutu Baku
i iata i
- T Agendaris Sekpri Kepala Biro Sekpri Agendaris ?::::g Kelengkapan Waktu Output Keterangen
1 |Mengecek surat pada e-office biro Surat masuk pada | 15 menit |surat pada e-office
C) e-office biro
2 |Mencatat pada buku agenda surat | Buku Agenda 20 menit |surat pada e-office
3 |Menelaah maksud surat dan memberikan disposisi Surat masuk 30 menit |surat pada e-office
sesuai isi surat melalui e-office 1 didisposisi melalui
I—I e-office
4 |Mencatat disposisi surat dalam Buku Agenda sesuai Surat masuk 10 menit |surat pada e-office
disposisi kepala biro EH untuk kepala
bagian
5 |Mencatat surat turun sesuai disposisi kepala biro ﬁ Surat masuk 30 menit |surat pada e-office
6 |Mencatat disposisi dalam Buku Agenda Disposisi Surat disposisi 30 menit |surat pada e-office
I:!:_] kepala biro dan
buku agenda
disposisi
7 |Menerima surat sesuai disposisi kepala biro dan Surat disposisi 30 menit [surat pada e-office
meneruskan kepada masing-masing sub bagian E:' kepala biro dan
buku ekspedisi
8 |Arsip disimpan di e-office masing-masing bidang e-office tersimpan di e-office
CD masing-masing
pengguna
9 |Membuat Laporan Akhir Tahun Surat-Surat Masuk Laporan akhir arsip laporan surat
n el
KEP, BIRO HUKUM,

IDA BAGUS GEDE SUDARSANA




LAMPIRAN LII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN MUTASI
BARANG PERSEDIAAN/PAKAI HABIS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN /PAKAI HABIS

Nomor SOP :| 6854/B.HK/2022
T. al Pembuatan |:] 11 Juli 2018
T, al Revisi :1. 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif | 6'Oktober 2022
Disahkan Oleh epi o Hukum,
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN /KOTA NIP 19641010 199703 1 012
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP : ‘jl_:m““' Nutasi Barang
rsediaan/PakaiHabis |
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang|l Mampu membuat Laporan Mutasi Barang Persediaan /

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran|
Negara Republik Indonesia Nomor 1649,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang]
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik]
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganl
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 ten
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat]
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Ba.l.lr
Nomor 5);
Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang|
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33).

Pakai Habis

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Data / Rincian Barang Persedian Pakai Habis dari Masing-
masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2 Komputer dan kelengkapanya

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila buku penerimaan dan pengeluaran dibuat tidak benar
akan berdampak pada laporan realisasi barang persediaan

Disimpan dan sebagai bahan laporan




SOP MUTASI BARANG PERSEDIAAN/PAKAI HABIS

No Pelaksana Mutu Baku Keterangan
e Kg;:,la Kabag | Kasubag | Staf Kelengkapan Waktu Keluaran
1 |Menugaskan Kabag untuk membuat laporan Mutasi Persediaan Barang Pakai Habis [ I—H H>1 | Data 15 menit | Input data
2 |Membuat Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Barang Persediaan Pakai Habis Data 1 hari Input data
3 |Membuat Laporan Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan Pakai Habis Data 1 hari Input data
%
4 |Membuat Laporan Mutasi Barang Persediaan/Pakai Habis dan Laporan Pengadaan Barang/Jasa Data 1 hari Buku
T \
Kasubag mengkoreksi Laporan Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan Pakai Habis dan 5_ ;
: Laporan Mutasi Barang Persediaan/Pakai Habis dan Laporan Pengadaan Barang/Jasa ! ‘: T Eeptean 0 Bt SR
¥
Kabag mengkoreksi Laporan Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan Pakai Habis dan Laporan LA > L ;
f Mutasi Barang Persediaan/Pakai Habis dan Laporan Pengadaan Barang/Jasa \“ Y Lgerany i Tpronn
Atasan mengkoreksi dan menandatangani Laporan Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan \K
7 |Pakai Habis dan Laporan Mutasi Barang Persediaan/Pakai Habis dan Laporan Pengadaan < P Laporan 30 menit Laporan
Barang/Jasa T
Mengirim Laporan Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan Pakai Habis dan Laporan Mutasi ¥
8 |Barang Persediaan/Pakai Habis dan Laporan Pengadaan Barang/Jasa ke Biro Umum dan BPKAD Laporan 45 menit Laporan
dan Biro APBJ.
9 [Mendokumentasikan Laporan sebagai arsip Dokumen 15 menit | Dokumen

Kepala Biro Hukum,

-—

1da s Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BUKU PENE]

LAMPIRAN LIII

KEPUTUSAN KEPALA BIROC HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BUKU PENERIMAAN
PENGELUARAN BARANG PERSEDIAAN

RIMAAN PENGELUARAN BARANG PERSEDIAAN

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Nomor SOP :| 6854 /B.HK/2022
M&l Pembuatan]:| 11 Juli 2018
Tanggal Revisi :| 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif :| 6 Oktobgr 2022
K Biro Hukum,

Disahkan Oleh g

BAGIAN FASILITASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Judul SOP :|Buku Penetimaan dan Pengeluaran
Barang Persediaan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa|
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia]
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara‘
Republik Indonesia Nomor 1649;

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor O5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik]

Indonesia Nomor 6757);

3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang|
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigal
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang|
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan

Mampu membuat laporan buku penerimaan pengeluaran
barang persediaan

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang]
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sert
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33).

KETERKAITAN

|PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bah

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bah

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Data/rincian
2 Komputer dan kelengkapanya

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila absensi tidak dibuat dengan benar akan berdampak
pada disiplin pegawai

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG PERSEDIAAN

No Pelaksana Mutu Baku
1an Kegi K
S K;iila Kabag | Kasubag Staf | Kelengkapan | Waktu | Keluaran o

1 |Menugaskan Kabag untuk membuat Buku Lapoan Penerimaan dan Pengeluaran | |l > Surat 15 menit Surat

Rapat Interen Kabag dan Kasubag untuk membuat konsep/rincian Penerimaan dan Pengeluaran .
A " ; D

2 Barang Persediaan/Pakai Habis < < | K 4 -

3 |Meminta data Penerimaan dan Pengeluaran Barang Persediaan kepada masing PPTK m Data 3 hari |linput Data

4 |Membuat Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Barang Persediaan Pakai Habis [:vj Data 1 hart  |linput Data

9

5 |Membuat laporan Buku penerimaan dan Buku Pengeluaran Barang Persediaan Pakai Habis _FEEI Data 7 hari Buku
Membuat laporan Mutasi Barang Persediaan dan Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan / ;

6 Pakai Habis Y Data 1 hari Laporan
Kasubag mengkoreksi Buku penerimaan, Buku Pengeluaran, Mutasi Persediaan, dan Berita Acara ;s

. Opname fisik Barang Persediaan Pakai Habis o s it Ko
Kabag mengkoreksi Buku penerimaan, Buku Pengeluaran, Mutasi Persediaan, Dan Stock Opname 1) .

8 |Barang Persediaan Pakai Habis dan Memberi paraf S ) o el Tt T v
Atasan mengkoreksi dan menadatangani Buku penerimaan, Buku Pengeluaran, Mutasi Persediaan, ;

9 Dan Stock Opname Barang Persediaan Pakai Habis <> Y Lapou U || Lead

10 | Mendokumentasikan arsip sbagai Laporan L x ‘,{ | Dokumen 15 menit | Dokumen

Kepala Biro Hukum,

NIP. 19691010 199703 1 012




LAMPIRAN LIV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENDARAAN
DINAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENDARAAN DINAS

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Nomor SOP :] 6854/B.HK/2022
Tanggal Pembuatan |:] 11 Juli 2018
Tanggal Revisi :] 6 Oktober 2022
Tanssai Efektif :} 6 Okteber 2022
Disahkan Oleh :

BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Judul SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523):

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5I:
4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

[——

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negaral

1 Mampu memelihara Kendaraan Dinas

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Berita acra serah terima barang
2 Komputer dan kelengkapanya

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kendaraan dinas tidak dirawat dengan benar akan
berdampak pada pemakaian dalam bertugas

Mencatat dan sebagai bahan laporan




SOP KENDARAAN DINAS

No Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Uraian Kegiatan Kepala | Kabag | Kasubag| Staf Kelengkapan Waktu Keluaran
Biro

1 |Menugaskan Kabag untuk Menerima Kendaraan Dinas ( = | Surat 15 menit Surat
2 |Menerima Kendaraan Dinas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang g Data 2 jam Data

3 |Menerima Berita Acara Serah Terima Barang dari Biro APBJ Laporan 1 jam Laporan
4 |Mengajukan laporan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Atasan untuk mohon tanda tangan [ e |4 Laporan 1 jam Laporan
5 |Mengirim Berita Acara Serah Terima Barang ke Biro APBJ @ Laporan 30 menit Laporan
6 |Mencatat Kendaran Dinas ke dalam SIMDA BMD E.: Data 1 jam Input Data
7 [Menugaskan Staf membagikan kendaraan dinas ke masing-masing bagian Kendaraan Dinas 1 jam Laporan
8 |Membuat laporan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Laporan 2 jam Laporan
9  |Penerima Barang menandatangani laporan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang ¥ T Laporan 1 jam Laporan

. ¥ P
10 |Kasubag mengkoreksi laporan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang T Laporan 30 menit Laporan
4
11 |Kabag mengkoreksi laporan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang T Laporan 30 menit Laporan
\
12 |Atasan menandatangani laporan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang <>— i3 Laporan 30 menit Laporan
Y L
13 |Staf memelihara dan merawat Kendaraan Dinas Secara Berkala £ IS l Laporan 2 jam Laporan
]
14 |Staf menyimpan laporan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang | l Kendaraan Dinas | 15 menit Laporan

NIP. 19491010 199703 1 012




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAMPIRAN LV

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMA
HASIL PEKERJA

PELAKSANAAN PENERIMA HASIL PEKERJA

Nomor SOP :| 6854 /B.HK/2022
Tanggal Pembuatan :} 8 Juni 2020
T al Revisi :] 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif :] 6 Oktober20 :
Disahkan Oleh : " Kgpala Biro Hukum,
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN /KOTA
Judul SOP
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Penerima darl Pemeriksa Hasil Pekerjaan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA .
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27|1 Mampu menerima dan memeriksa hasil pekerjaan
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang  Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang]
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 ten
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat]
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 ten
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33).

5

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Dokumen Kontrak
2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Pulpen

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

4 Pengurus Barang Pembantu di Biro Hukum Setda Provinsi
Bali

5 Rekanan

3 Barang yang dibeli

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan kontrak maka
barang yang datang bisa dikembalikan

Fotocopy dokumen kontrak di simpan sebagai arsip




Memberikan barang ya.ngpesan untuk

Prosedur Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Buku Agenda dan

30 Menit

Barang

diperiksa kelengkapannya ( B pulpen
A

2 |Menerima dan memeriksa barang yang Buku Agenda dan 60 Menit |Barang
dipesan agar sesuai dengan kontrak yang pulpen
sudah di buat

3 |Membuat surat penolakan apabila barang Buku Agenda, 30 Menit |Barang
tidak sesuai dengan nota pesanan kontrak komputer dan pulpen

4 |Menyiapkan berita acara pemeriksaan barang ,L Buku Agenda, 60 Menit |Dokumen Berita
apabila barang yang dipesan sudah sesuai komputer dan pulpen Acara Pemeriksaan
nota pesanan di kontrak : Barang

5 |Menyiapkan berita acara serah terima barang Buku Agenda, 60 Menit |Dokumen Berita
apabila barang yang dipesan sudah selesai komputer dan pulpen Acara Serah Terima
diperiksa dengan kontrak

6 |Menyiapkan berita acara serah terima hasil v Buku Agenda, 60 Menit |Dokumen Berita
pekerjaan apabila barang sudah diterima dan komputer dan pulpen Acara Serah Terima
sesuai pesanan E] Hasil Pekerjaan

7 |Memberikan berita acara pemeriksaan barang, Dokumen 15 Menit |Dokumen
berita acara serah terima barangdan berita | [ |¢
acara serah terima hasil pekerjaan kepada
rekanan untuk di tanda tangani T

8 |Mengambil berita acara pemeriksaan Dokumen 45 Menit |Dokumen
barang,berita acara serah terima barang dan
berita acara serah terima hasil pekerjaan dari
rekanan untuk di tanda tangani

9 |Memberika barang yang dipesan kepada Dokumen 60 Menit |Dokumen/Barang
pengurus barang pembantu -__.l_

10 |Menyampaikan SPM ke kabag untuk di Barang yang dipesan |60 Menit [Dokumen/Barang

disposisi kepala biro

’ icﬂua Biro Hukum

T —

W e
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LAMPIRAN LVI
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN

PEMBUATAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Nomor SOP :] 6854/B.HK/2022
Tanggal Pembuatan :] 8 Juni 2020
Tanggal Revisi :] 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif :| 6 Oktoher 2022
Disahkan Oleh : K

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATENIKOTA N]]:) 19@1010 199703 1 012
Judul SOP :|Standar "Operasional Prosedur
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Pelaksanaan Pembuatan Surat

Perintah Membavar (SPM

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur| 1 Mampu membuat surat perintah membayar (SPM)
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara)
Republik Indonesia Nomor 5494).

2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang]
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 8).

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 SPJ
2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 -SPP
3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3 Komputer dan kelengkapanya
4 Bendahara Pengeluaran Pembantu di Biro Hukum Setda

Provinsi Bali

5 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SPM tidak dibuat dengan benar akan berdampak Fotocopy SPJ,SPP dan SPM di simpan sebagai arsip
pada pembuatan SP2D




Prosedur Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)

‘3"{’5 o L b

1 |Menerima SPJ vang sudah di verifikasi untuk Buku Agenda,pulpen Dokumen SPJ
dibuatkan SPP dan komputer

2 |Mencatat SPP ke dalam register penerimaan Buku agenda,pulpen |30 Menit |Dokumen SPJ
SPP E- I dan komputer

3 |Meneliti dan menguji SPP secara substansi y pulpen 60 Menit |Dokumen SPJ
formal

4

4 |Menyerahkan SPP ke Bendahara Pengeluaran dokumen 30 Menit |Dokumen SPJ
Pembantu untuk di tanda tangani

5 |Menerima SPP dari Bendahara Pengeluaran komputer 30 Menit |Dokumen SPJ
Pembantu |

Y

6 |Memberikan SPP yang benar, lengkap dan sah T dokumen 15 Menit |Dokumen SPJ
untuk di tanda tangani PPTK

7 |Menerima SPP yang sudah di tanda tangani Dokumen 15 Menit |Dokumen SPJ
PPTK untuk dibuatkan SPM | k

T

8 [Menyiapkan draf SPM Y Dokumen 15 Menit |Dokumen SPJ

9 |Membantu penyelesaian draf SPM menjadi I—"'j,_ Komputer 60 Menit |Dokumen SPJ
SPM

10 |Menyampaikan SPM ke kabag untuk di Komputer 60 Menit |Dokumen SPJ
disposisi kepala biro

11 [Menyampaikan SPM untuk di tanda tangani Dokumen 30 Menit |Dokumen SPJ
Kepala Biro >

12 |Mengambil SPM yang sudah di tanda tangani Dokumen 60 Menit |Dokumen SPJ
Kepala Biro Q

13 |Memilih dan Memilah SPM sesuai ketentuan Dokumen 30 Menit |Dokumen SPJ
untuk di bawa ke BPKAD

14 |Membawa SPM yang sudah lengkap ke BPKAD y Dokumen 60 Menit |Dokumen SPJ

\ 8
“NIP. 19691010 199703 1 012



LAMPIRAN LVII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN
BARANG MODAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN BARANG MODAL

Nomor SOP :] 6854/B.HK/2022

Tan Pembuatar:] 11 Juli 2018

Tan Revisi :] 6 Oktober 2022

Tanggal Efektif :] 6 Oktober 2022

Disahkan Oleh Q)ala Biro Hukum,

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI ps, P
BAGIAN FASILITASI PERATURAN PERUNDANG- 1de Bakiis Cade Sudarsana

UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP :|Penerimaah Barang Modal

KUALIFIKASI PELAKSANA

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia|
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33).

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan]

|

DASAR HUKUM
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27|1 Mampu menambah Jumlah barang Inventaris Kantor
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

[KETERKAITAN

AN, ENG AN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Berita Acra Serah Terima Barang
2 Komputer dan kelengkapanva

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penerimaan Barang Modal tidak di catat secara benar akan
berdampak pada realisasi laporan.

Disimpan dan sebagai bahan laporan




SOP PENERIMAAN BARANG MODAL

No Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
K;‘.’“‘:“ Kabag | Kasubag Staf Kelengkapan | Wakiu Keluaran el
1 |Menugaskan Kabag untuk Menerimaan Barang Modal T o SO Data  |1Smenit| Menambah Jumlah Barang Modal
2 |Menerima Barang Modal sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang E:j Laporan 3 jam Laporan
3 |Menerima Berita Acara Serah Terima Barang dari Biro APBJ E::l Laporan 1 jam Laporan
4 Mijukanl!:np;:‘n Berita Acara Serah Terima Barang kepada Atasan untuk Eg‘__m‘__:l‘__l e £ s e
5 | Mengirim Berita Acara Serah Terima Barang ke Biro APBJ L ‘:;_—_I Laporan | 30 menit Laporan
6 [Mencatat Barang Modal ke dalam STMDA BMD I:":I Data 1 hari Laporan input data
7 [Menugaskan Staf untuk membagikan barang ke masing-masing bagian # Barang 3jam | Terpenuhinya barang yang dibutuhkan
8 |Staf membuat laporan secara periodik ke Biro Umum dan BPKAD “r—'— Data 1 hari Laporan
: : ¥ o ;
9 |Kasubag Tata Usaha Biro mengkoreksi dan memparaf konsep laporan I ~ r Data 1 jam Laporan
Y
10 | Kabag mengkoreksi dan memparaf konsep laporan I_-¢--_TT Data 1 jam Laporan
11 | Atasan mengkoreksi dan menandatangani laporan ¢' ""—,lr Data 1 jam Laporan
Y
12 |Setelah ditandatangani staf mengirim laporan ke BPKAD dan Biro Umum L > Laporan 30 menit Laporan dan arsip
v
13 | Staf mebuat kartu Inventaris Ruangan [ Data 1 hari Dokumen
T T
14 | Kabag mengkoreksi KIR dan menandatangani ﬁ Data 1 jam Dokusien
15 | Atasan Menandatangani KIR dan dikembalikan ke Staf <>‘_]Y Data 1 jam Dokumen
Y
16 | Menempel KIR di maing-masing bagian Data 2 jam Data
17 | Memberi label Barang Milik Daerah di maing-masing bagian Nomor regrestrasi | | hari Mengetahui barang secara lengkap
18 [ Menyimpan dokumen Asli Kepemilikan Barang Milik Daerah d Dokumen 15 menit Laporan dan arsip
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LAMPIRAN LVIII
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854 /B.HK/2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor SOP 6854/ B.HKZ 2022
Tanssal Pembuatan 11 Juli 2018
Tanggal Rewvisi 6 Oktober 2022
[Tanggal Efektif 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh iro Hukum,
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP L, Penghapusa.ﬁ Barang Milik Daerah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomeor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik!
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negaral
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

KETERKAITAN

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang]

e e e e

1 Mampu mengurangi jumlah barang inventaris kantor

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Data Barang vang di hapus
2 Komputer dan kelengkapanya

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Barang Rusak Berat tidak di hapus akan
berdampak pada tugas pegawai

Dikeluarkan dari Barang Inventaris




SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
i iatan
o Uswion Ko K;I;:;la Kabag | Kasubag| Staf Kelengkapan Waktu Keluaran
1 |Menugaskan Kabag untuk menyiapkan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah [ ]—DI > ]—H | Data 15 menit Laporan
o M'embuat daftar Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Berita Acara Reklas ke aset Fiate: A bkt L
lainnya
3 |Mendokumentasikan Barang yang di hapus Data 2 jam Laporan
: : B e Beri
4 Mengq!ukan Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Berita Acara Reklas ke Bt P TR TR
aset lainnya ke BPKAD
Y
5 | Mengumpulkan barang-barang yang di hapus .L_— Barang rusak berat 1 hari Laporan
. ¥ : . . : T
6 Kasubag mengkolrekm laporan barang-barang inventaris yang di hapus dan Berita Acara ' Lapaoien T T
Reklas ke aset lainnya T
. 3 - : 3 : Y
b Kabag mengkorel‘{m laporan barang-barang inventaris yang di hapus dan Berita Acara Laporan A vt Sapniss
Reklas ke aset lainnya I
i - i i i ita A J
8 Atasan mengkore'ksx laporan barang bara.ng‘ inventaris yang di hapus dan Berita Acara <> Laporen e~ ikt
Reklas ke aset lainnya dan menandatangani 0
; : ¥
9 |Menunggu Surat Keputusan Gubernur tentang Barang yang di hapus untuk di lelang @ Laporan 1 bulan Laporan
10 |Melelang barang yang rusak berat Barang rusak berat 3 jam Laporan
11 |Mengeluarkan Barang Rusak Berat dari SIMDA BMD Data 1 hari Laporan
12 |Menyimpan dokumen sebagai arsip Laporan 15 menit Laporan

NIP. 19691010 199703 1 012




LAMPIRAN LIX

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN
BARANG INVENTARIS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS

Nomor SOP ;] 6854/B.HK /2022
Tanggal Pembuatan 11 Juli 2018
Tan Revisi :| 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif :} 6 Oktober 2;22
Disahkan Oleh £ i
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP :|Pemelihardan Barang Inventaris
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomeor 27]1 Mampu menggunakan Peralatan Gedung Kantor secara
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik] baik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial

Tahun 2014 Nomeor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik|
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan|

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor B8)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan|

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor S Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10|
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33).

KETEREAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Fisik Barang
2 Teknisi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Pemeliharaan tidak dilakukan secara rutin akan
berdampak pada kerusakan Barang Inventaris

Fisik Barang Inventaris




SOP PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS

No Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kk Kegsip K;:)r ila Kabag | Kasubag | Staf Kelengkapan Waktu Keluaran
1 |Menugaskan Kabag untuk memelihara barang-barang inventaris [ Imdl 1 -1 | o Bar.ang 15 menit Lappran
Inventaris Peme
2 | Memanggil rekanan untuk memperbaiki barang yang rusak 5 Laporan 2 jam Laporan
3 | Memelihara Meja, Kursi, Rak. Lemari Barang Inventaris 2 jam Laporan
4 | Memelihara perbaiakan listrik dan pergantian lampu Lampu 2 jam Laporan
5 |Staf memelihara Kunci gedung, Pencucian Korden dan Karpet Peralatan 3 jam Diperbaiki
6 | Membuat Kartu Pemeliharaan Barang Laporan 1 hari Laporan
. Y .
7 | Membuat laporan Pemeliharaan Barang Laporan 1 hari Laporan
8 |Kasubag mengkoreksi Kartu Pemeliharaan Barang dan LaporanPemeliharaan Barang : T Laporan 1 jam Laporan
9 Ktat_)ag mengkoreksi Kartu Pemeliharaan Barang dan LaporanPemeliharaan Barang untuk Q_L__’ v Laporan [ jam i
diajukan ke Karo
, T Y .
10 |Mengirim laporan Pemeliharaan Barang ke BPKAD ?E] Laporan 30 menit Laporan
y
dj Laporan 15 menit Laporan

Menyimpan laporan Surat Pertanggungjawaban sebagai Arsip

Kepala Biro Hukum,




LAMPIRAN LX

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

RENCANA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor SOP :} 6854/B.HK/2022
anggal Pembuatar]:| 11 Juli 2018
Tanggal Revisi :] 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI t”
BAGIAN FASILITASI PERATURAN || “NIP:19691010 199703 1 012
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP :|Rencana Kebutuhan Barang Milik
|Daerah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik]
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesial
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomeor 5);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang]
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33).

1 Mampu terpenuhinya kekurangan jumlah barang
inventaris yang di butuhkan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provins: Bal

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
2 Komputer dan kelengkapanya

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tidak di
ajukan akan berdampak pada kekurangan fasilitas kerja

Bertambahnya Barang Modal




SOP RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

No Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Uraian Kegi
e i K;}:::a Kabag | Kasubag | Staf | Kelengkapan | Waktu | Keluaran
Menugaskan Kepala Bagaian untuk menyusun dan menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan .
5 Barang Milik Daerah/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( Ing 1 Pl | AN & higci e
Rapat intern Kabag dan Kasubag untuk menyusun Rencana Pemeliharaan Kebutuhan Barang Milik ['—':IQ—{'_"](—-'i‘ 4
2 Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah i 2 jom LApEas
Menindaklanjuti hasil rapat Rencana Pemeliharaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana o g
3 |Kebutuhan Barang Milik Daerah o S Sjam | leporan
4 Mengumpulkan Usulan Rencana Pemeliharaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana 'E Y 2 hari -
Kebutuhan Barang Milik Daerah — e i i
5 Membuat konsep laporan Usulan Rencana Pemeliharaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan ¥ ¢ : i l L 2 a
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah o ke e it ke
6 Mengajukan konsep Usulan Rencana Pemeliharaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana % o 1 Lay
Kebutuhan Barang Milik Daerah g T i e i
7 Atasan mengkoreksi dan menandatangani laporan Usulan Rencana Pemeliharaan Kebutuhan Barang € | i 30 il o
Milik Daerah danRencana Kebutuhan Barang Milik Daerah X pOran manit poran
8 Mengirim Laporan Usulan Rencana Pemeliharaan Kebutuhan Barang Milik Daerah danRencana | " 30 Wl it
Kebutuhan Barang Milik Daerah ke Biro Umum, ke BPKAD dan ke Biro APBJ Y paran g peian
9 |Menyimpan dokumen sebagai arsip Laporan 15 menit | Laporan

NIP-§9691010 199703 1 012




LAMPIRAN LX1

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
PROVINSI BALI

NOMOR 6854/B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN GAJI DAN
TUNJANGAN PNS

DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCAIRAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS

Nomor SOP 050/2209/Bag.11/B.Hk
T‘an Pembuatan 04 Juli 2018
Revisi 15 mei 2020
Fenggel Bkt '
Disahkan Oleh
BIRO HUKUM SEEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
__KABUPATEN/KOTA
Judul SOP
TA
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO quda.n‘ru PNS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang|Mampu memproses tepat waktu
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik|

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara|
Republik Indonesia Nomor 4355);

2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara;

3 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan|
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang]
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 5);

8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang]
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 33).

1979 tentang|

KETERKAITAN

PERALATAN /PERLENGEAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 1 Data pegawai
2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2 Form Absensi Pegawai
3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3 Meia
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali 4 Kursi
5 Biro Umum Setda Provinsi Bali 5 Alat Tulis Kantor
6 Seperangkat Komputer
7 Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pencairan gaji dan tunjangan PNS tidak di lakukan
maka realisasi Belanja Tidak Langsung Pegawai tidak terealisasi
sesuai target yang telah di tentukan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENCAIRAN GAJI PNS

Keterangan :

D = Kegiatan Mulai dan Berakhir

—
Q = Pengambilan Keputusan

Pelaksana Mutu Baku
! Bendahara
Biro Umum Keﬁuﬁ:m Gaiji Biro
Uraian Kegiatan Sekretariat : Hukum Keterangan
Dacrali Sekretariat Sekreturiat Kelengkapan Waktu Keluaran
P T Daerah
Provinsi Bali S Daerah
Provinsi Bali. e
Provinsi Bali.
Menginput data mutasi melalui sistem
sim gaji I I Dokumen 60 menit Dokumen
Membentuk perubahan mutasi gaji v
vang telah di input di aplikasi sim gaji :' : I xskiiien S ik
Mencetak daftar, kulit , dan rekap gaji v
melalui aplikasi sim gaji
| ] Dokumen 0 i Dokumen
Gabungan Gabungan
Memproses SPJ gaji
Dokumen . Dokumen
|60 menit
Gabungan Gabungan
Meminta tanda tanagn bapak Kepala I
Biro Dokumen " Tanda Tangan
Gabungan 0 ey Dokumen
Mensortir SPJ yang telah di tanda
tangan Bapak Kepala Birp | | Dokumen T Dokumen
Gabungan Gabungan
Membawa SPJ gaji Ke Biro Umum
Dokumen ' Tanda Tangan
3
Q Gabungan it oo Dokumen
Kepala Biro Hukum,

NIP. 19491010 199703 1 012




LAMPIRAN LXII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
TUGAS SEKRETARIS KEPALA BIRO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS KEPALA BIRO

Nomor SOP_ -] 6854/B.HK/2022
[Tan, Pembuatan :{ 11 Juli 2018
Tangﬁa.l Revisi :] 6 Oktober 2022
Tangga.l Efektif :| 6 Oktober 2022
Disahkan Oleh :
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN FASILITASI PERATURAN NIP.196%1010 199703.1 012
PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA
Nama SOP :|Standar Operasional Prosedur
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO pelaksanaan tugas sekretaris
Kepala Biro

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas)
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Gubernur Bali Nomor 32
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita]
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

Permen PANRB RI 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang]
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

2 Kabag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

3 Kasubag di Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4 Staf di Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1 Surat Masuk
2 Surat keluar
3 Komputer dan kelengkapanya

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penerimaan surat masuk dan keluar dari kepala biro
tidak dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Biro

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOW CHART TUGAS SEKPRI KEPALA BIRO

No Uraian Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Sekpri Kasubag Kabag Kepala Biro | Kelengkapan Waktu Keluaran
1 Menerima surat masuk dan surat-surat yang | 30 menit | surat-surat yang | Sekpri mengoreksi
surat keluar dari :] masuk ke Biro telah di koreksi surat-surat yang
pengadministrasi surat akan masuk ke
melalui e-oficce Kepala Biro
2 Mengajukan surat-surat surat-surat yang | 20 menit | Surat sudah
yang akan ditandatangani \ telah di koreksi ditandatangani
dan di disposisi oleh C-_T]J > oleh Kepala Biro
Kepala Biro melalui e-ofice
3 Kepala Biro Surat sudah 1 hari Surat sudah Disposisi Kabag
mendistribusikan surat- . ditandatangani ditandatangan dan
surat yang telah di < ’ oleh Kepala Biro didisposisi
tandatangani dan
didisposisi ke masing-
masing Bagian melalui e-
ofice
4 Mencatat keperluan dan Surat sudah 20 Agenda kegiatan
jadwal kegiatan Kepala ” ditandatangan Kepala Biro
Biro dan didisposisi
5 menyimpan dokumen pada * Surat sudah 10 menit | Arsip
e-ofice [——j ditandatangan

dan didisposisi




IDENTIFIKASI SOP ADMINITRASI PEMERITAH

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pegawai Negeri Sipil
Instansi : Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Unit Kerja Eselon I : Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Unit Kerja Eselon II : Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Unit Kerja Eselon II1 : Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota
Unit Kerja Eselon IV : Subag Tata Usaha Biro
No Tugas Fungsi Sub-Fungsi Output Aspek Judul SOP
1 2 3 4 5 6 7
A Menerima surat masuk | Mengoreksi surat yang | Mencatat kegiatan Agenda kegiatan Kegiatan Kepala Biro | Standar Operasional
dari pengadministrasi | akan diajukan dan Kepala Biro Kepala Biro Prosedur pelaksanaan
surat ditanda tangani oeh tugas sekretaris Kepala
Kepala Biro Biro




A.DATA KEGIATAN

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVASI

1 Judul SOP Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas sekretaris Kepala Biro
2 Jenis Kegiatan Rutin
3 Penanggung jawab ;
a.Penanggung Jawab Produk a Kepala Biro
b.Penanggung Jawab Kegiatan 5 Kabag
Scope/Ruang Lingkup : Biro Hukum Setda Provinsi Bali
B.IDENTIFIKASI KEGIATA
Judul Kegiatan ] Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas sekretaris Kepala Biro
Langkah awal Kepala Biro Hukum Provinsi Bali menugaskan Kabag memantau surat-surat yang masuk dan keluar dari Biro
Langkah Utama Kepala Subag Tata Usaha Biro memerintahkan sekpri untuk memantau dan mengoreksi surat yang masuk ke Kepala
Biro
Langkah Akhir Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali menandatangani dan mendisposisi surat yang masuk dan keluar Biro
C.IDENTIFIKASI LANGKAH
Judul Awal : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali menugaskan Kabag memantau surat-surat yang masuk dan keluar dari
Biro
Langkah Utama 1.Sekpri memantau surat yang masuk ke Biro melalui e-ofice
2.Sekpri mengoreksi surat yang masuk melalui e-ofice
3.Sekpri mengajukan surat yang telah dikoreksi ke kepala Biro untuk di tanda tangani dan didisposisi melalui e-
ofice
6.Kepala Biro Menandatangani dan mendisposisi surat-surat
7 Kepala Biro mendisposisi surat ke masing-masing Kepala Bagian
Langkah Akhir Sekpri membuat agenda kegiatan kepala Biro

Kepala Biro Hukum,

~ Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012




LAMPIRAN LXIII

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6854 /B.HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE DALAM DAN LUAR DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUAR DAERAH

Nomor SOP :] 6854/B.HK/2022
T Pembuatan |:| 11 Mei 2020

T al Revisi :] 6 Oktober 2022
Tanggal Efektif :] 6 Oktober 2022

Disahkan Oleh

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN /KOTA

NIP. 19491010 199703 1 012

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Judul SOP :{Standar Openasional Prosedur Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi kel Dalam dan L aerah

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014]1. Memahami berbagai panduan Perundang-undangan terkait Perjalanan Dinas
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19|2. Memahami pembiayaan untuk perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerahﬂ
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33).

KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGEAPAN
1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali 2 Anggaran Kas
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali 3 Nota Dinas Mohon ljin
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab. /Kota 4 Surat Perintah Tugas
5. Pejabat Pclal.(sa-na Tn.:kms Kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat 5 PFormulir SPPD
Daerah Provinsi Bali.
6. Verifikator pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali. 6 Alat Tulis Kantor
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Hukum Sekretariat
7. Dacrati Proiasl Hak. 7 Seperangkat Komputer/Laptop
8 Printer
9 Meja
10 Kuris
PERINGATAN IMCATATA-I DAN PENDATAAN

Setelah melaksanakan perjalanan dinas ke dalam atau luar daerah|Laporan hasil perjalanan dinas dan SPJ disimpan sebagai Arsip.
harus membuat laporan hasil perjalanan dinas dan membuat SPJ
untuk pencairan uang perjalanan dinas.




SOP PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
: Bendahara
Asisten | Kepala Biro K"g:f‘:ﬂiﬂ“n Pﬁ!:::::” Verifikator | Pengeluaran
’ g Sekretaris Pemerintahan Hukum : Biro Hukum |Pembantu Biro
Ui Kegiatan e Keteran
g s Daerah dan Kesra Sekretariat }:Je:;znda?; ]gﬁ :?;;-nuxp;iﬂ Sekretariat Hukum Kelengkapan Waktu Keluaran e
Provinsi Bali |Sekda Provinsi| ~ Daerah | o S08% Siindai ] Dusnib Sekretariat
Bali Provinsi Bali. S o Ducrah | Provinsi Bali. |  Daerah
y T Provinsi Bali.
= i i Bali,
Skt toft : TIDAK TIDAK TIDAK
1 Mem_benkan mtotmas‘ i kcpada lﬂ"‘( ) : Disposisi
pimpinan mengenai nota perjalanan Dokumen 60 menit
; Dokumen
dinas YA YA YA
2 |Membuat konsep surat permohonan
peljﬂlfinﬂ.l'l dinas dalam/luar daerah T — 5 snaniit Dokumen
sesuai tujuan, keperluan serta Gabungan
{kebutuhan pa—
3 |Memeriksa konsep surat perjalanan J,
dinas dalam/luar daerah sesuai [ —I" _I ] Dokumen ) Disposisi
|keburu.'lmn din se:jan_;'élln)';l " Gabungan 60 menit B
mengajukan kepada Kepala Biro |_
"
4 IMembuat surat perintah tugas untuk v
melaksanakan perjalanan dinas I H-r ] Dokumen 30 menit Dokumen
dalam/luar daerah -I Gabungan Gabungan
5 |Mohon tanda tangan surat perintah v
tugas ke Sekretaris Daerah Provinsi Dokumen S Tanda Tangan
Bali ( | [ g Gabungan 60 menit o men
: Tfm Pa:j:lm dimsba + H H Dok 24 Jam/48  |Dokumen
o uar daerah dengan membawa umen o
SPPD serta SPT dari atasan I }-'I ] Gabungan Jam Gabungan
6 |Staf yang melakukan perjalanan dinas
melakukan pengesahan SPPD dari I l Dokumen 24 Jam/48 |Tanda Tangan
Kab./Kota dalam/luar daerah Gabungan Jam Dokumen
7 |Membuat laporan perjalanan dinas \
serta melengkapinya dengan SPPD I I Dokumen 60 menit Dokumen
Gabungan Gabungan
8 |Mengajukan kelengkapan SPJ
perjalanan dinas tersebut kepada ; e
verifikator untuk memeriksa E:;I:nm;:n 50 menit gr‘i‘;::hkam

kelengkapan dan kebenaran dokumen
SPJ




9 |Mengajukan kelengkapan SPJ i A
perjalanan dinas tersebut kepada Dokumen 60 menit Tanda Terima
bendahara |Gabungan Dokumen
10 |Bendahara melakukan pembayaran
kepada staf yang melakukan perjalanan I ' Dokumen 0 it Dokumen
dinas tersebut secara non tunai Gabungan i Gabungan
11 |Bendahara menyerahkan SPJ kepada \
Verifikator untuk di Arsip. | I Dokumen ] Dokumen
60 menit
Gabungan Gabungan
epala Biro Hukum,
Keterangan :
@ = Kegiatan Mulai dan Berakhir 2
—
: = Proses " 1da |

<> = Pengambilan Keputusan

aglis sana
19691010 199703 1 012




